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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah menjadi pedoman Kepala Daerah dalam
menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara;

bahwa dalam rangka mengoptimalkan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien
sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergisitas
antara program Pemerintah dengan Pemerintah Daerah,
perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna
perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang



10.

11.

12.

13.

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



14.

15.

16.

17.

18.

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah



19.

20.

21.

22.

23.

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Provinsi Jambi Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor
11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor
6);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TAHUN 2024.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran

satuan Kerja Perangkat Daerah.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024
disusun dengan maksud untuk menentukan
Program,Kegiatan,Sub Kegiatan dan indikasi besarnya pagu
anggaran (indikatif) yang akan dilaksanakan pada Tahun

2024.

Pasal 3
RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024
sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS sebagai
bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

(1) Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang tidak tertuang
dalam dokumen RKPD Tahun 2024 tidak dapat
dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kecuali Program
Nasional atau bersifat mandatori sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Program atau Kegiatan Perangkat Daerah yang
mendesak dapat dibiayai Kabupaten Tanjung Jabung
Timur melalui perubahan anggaran berdasarkan

kemampuan keuangan daerah.



BAB III

SISTEMATIKA RKPD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

Pasal 5

(1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

(2)

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB VII PENUTUP.

Isi beserta uraian RKPD Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar  setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 7> JULI 2023

JABUNG TIMUR,

H. 140 HARIYANTO
Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal # JULI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

T

SAPRIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023

NOMOR ¥,



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Memasuki Tahun 2024 yang merupakan tahun keempat RPJMD yang tertuang di dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur dihadapkan kepada permasalahan pembangunan yang semakin
menantang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang dinamis, baik ditingkat lokal
maupun global. Mengamati hasil pembangunan tahun sebelumnya disadari bahwa Pemerintah
Daerah harus menggerakkan seluruh potensi sumber daya guna dapat mengatasi masalah dan
mencapai sasaran pembangunan yang lebih tinggi. Sasaran pembangunan demikian
dibutuhkan guna mencapai percepatan pembangunan yang lebih tinggi di Tanjung Jabung
Timur.

Sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan selalu mengarah kepada perbaikan, maka
proses penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan. Oleh karena itu dengan keluarnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, maka format dan struktur penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan karena
bentuknya semakin lebih baik. Dalam kaitan ini tentunya harus disadari bahwa seluruh
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 ini masing-masingnya terkait dengan
Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga seluruh Perangkat
Daerah harus memberikan perhatiannya agar seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana

dengan baik.

Akhir kata mari kita laksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada
Tahun 2024 dengan optimis dan lebih baik sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dari

Visi MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT).

MUARA SABAK, 7 JULI 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk
menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.
Salah satu dokumen perencanaan pambangunan daerah yang wajib disusun tersebut adalah
dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

RKPD merupakan dokumen yang memuat perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP-
Nasional) selama 1 (satu) tahun. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya dilaksanakan melalui
pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Pemerintah
Pusat, dan swasta serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola
perencanaan partisipatif. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah
selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen

pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang RPJMD dan RPJPD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap

tahunnya. Lebih lanjut, penjabaran substansi dalam RKPD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Penjabaran substansi dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

N
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Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 ini
berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang memiliki dasar hukum yaitu Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 merupakan tahap
pembangunan jangka menengah keempat pada periode RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2005-2025. RPJMD Tahun 2021-2026 juga merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Tahun
2016-2021 dengan tetap pada Visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-
2026 adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAKYAT)”.

Proses Penyusunan RKPD KabupatenTanjung Jabung Timur tahun 2024 dilaksanakan
melalui 4 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD,
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD dan Penetapan RKPD yang berorientasi pada proses
menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas
(bottom-up). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi
baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan
pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan
dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan
visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan untuk pendekatan atas-bawah dan
bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan
yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah Provinsi hingga

nasional.

Setelah rancangan awal RKPD, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut
menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi
pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja Perangkat
Daerah dan mensinkronisasikannya dengan Kebijakan Nasional/Provinsi tahun rencana. Dengan
demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui
proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam
rancangan Renja Perangkat Daerah serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap

prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.
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Setelah menjadi Rancangan Akhir kemudian ditetapkan sebagai RKPD. Hasil dari RKPD ini
selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (R-APBD). Berikut alur proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
hingga penyusunan rancangan APBD :

Gambar 1.2
Proses Penyusunan Rancangan APBD
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1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
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2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
RPJPD dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Perencanan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2024;

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2021 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur), yaitu sebagai berikut :

1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) Pilar dari
RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap

2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat

3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh

4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

RPJMN 2020-2024 memiliki 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu : 1)Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan vyang Berkualitas dan Berkeadilan;
2)Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; 3)Meningkatkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4)Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan; 5)Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

pelayanan dasar;
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6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;

7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun Tahun 2021-2026

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan
yang disusun sebagai tahap 4 Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jambi Tahun 2005-2025. Adapun Visi yang disusun “Terwujudnya Jambi Maju, Aman,
Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT”, dengan mengusung

misi sebanyak 3 (tiga) misi daerah sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan

2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah

3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021-2026.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang memiliki Visi Daerah
“ Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)” dengan mengusung Misi Daerah
sebanyak 4 (empat) sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan
Perikanan
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam
Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen

Renja Perangkat Daerah yang definitif. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat
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Daerah Tahun 2024 sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi

Rancangan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah ( Peraturan Bupati ) merupakan
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD
Kabupaten yang telah diharmonisasikan dan disinergikan dengan sasaran dan prioritas bidang
pembangunan nasional untuk kabupaten dan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi bagi
kabupaten. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman utama dalam proses penganggaran
penyusunan Rancangan APBD, dan juga digunakan oleh Perangkat Daerah untuk menyesuaikan
Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang
telah disahkan akan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Anggaran, yang nantinya akan dijabarkan dalam R-APBD. Untuk lebih jelasnya hubungan antar
dokumen perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan

Perangkat Daerah serta dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada masing-masing

gambar halaman berikut ini :

Gambar 1.3

Hubungan keterkaitan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
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1.4 Sistematika RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB |

BAB I

BAB Il

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal
RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang
berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen,

maksud dan tujuan.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi
RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD
tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan daerah.

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan
dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis
dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi
daerah beserta kerang ka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa
yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun

2024.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana

(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.




BAB VI

BAB VII
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Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan
masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau
memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisi tentang Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci

(IKK) pada akhir tahun perencanaan.

PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2024 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan

masyarakat.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

15.1

1.5.2

Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2024 disusun dengan maksud untuk :

a. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (R-APBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) Tahun Anggaran 2024, serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun
2024.

Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan
daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan

serta menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1-10
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GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek

geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; aspek daya

saing daerah yang uraiannya dijelaskan dibawah ini :
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah

menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (Berdasarkan UU Rl No.54

tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999). Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur menjadi 5.087,07 Km?atau 10,14% dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Gambar 2.1

Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
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Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur
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Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan
Kabupaten ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang
luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian
seluas 319.452,40 Ha (58,67%). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur
termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km? yang
terdiri dari daratan seluas 508.707 Ha dan lautan/perairan seluas 342.063 Ha.

Gambar 2.2
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1§41 PEMERINTAH KABUPATEN

] 2! TANJUNG JABUNG TIMUR

REVISI RENGANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2011-2031

PETA WILAYAH ADMINISTRASI

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53" Lintang Selatan
sampai 1°41’ Lintang Utara atau antara 103°23°-104°31" Bujur Timur.Di sebelah Utara berbatasan
dengan Laut China Selatan,sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro
Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan,
sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten

Muaro Jambi.
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Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak di pantai timur Pulau Sumatera ini
cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Propinsi Kepulauan Riau dan merupakan
daerah Hinterland segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura — Batam — Johor (Sibajo). Wilayah
perairan laut kabupaten merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional dari

utara keselatan atau sebaliknya, sehingga sangat potensial untuk berkembang.

Gambar 2.3

- . i

Sumber : RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Awal terbentuknya Wilayah Administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 6
Kecamatan dan 63 Desa/Kelurahan, namun sejak tahun 2006 dimekarkan menjadi 11 Kecamatan,

20 Kelurahan, dan 73 Desa sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Jumlah Luas
No-. Kecamatan Kelurahan Desa Ha %
1. Berbak 1 5 116.917 22,98
2. Dendang 1 6 38.152 7,50
3. Geragai 1 8 55.630 10,94
4, Kuala Jambi 2 4 11.495 2,26
5. Mendahara 1 8 53.879 10,59
6. Mendahara Ulu 1 6 55.423 10,89
7. Muara Sabak Barat 7 0 27.747 5,45
8. Muara Sabak Timur 2 10 38.794 7,63
9. Nipah Panjang 2 8 30.832 6,06
10. Rantau Rasau 1 10 17.755 3,49
11. Sadu 1 8 62.085 12,20

Jumlah 20 73 508.707 100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur
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Berdasarkan tabel 2.1 di atas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur memiliki 8-9 desa/kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan
yang memiliki desa terbanyak yaitu 10 desa, sementara untuk kecamatan yang memiliki kelurahan

terbanyak terletak di kecamatan Muara Sabak Barat yaitu sebanyak 7 Kelurahan.

Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berada
di dataran yang bermacam-macam, mulai dari dataran rendah terdiri dari rawa/gambut dengan
ketinggian antara 0 - 5 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah/gambut ini biasanya ditandai
dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut. Daerah pasang surut seperti ini
ditandai pula dengan didapatinya aliran sungai yang relatif banyak, diantaranya yakni sungai Batang
Hari, Batang Berbak, Batang Mendahara dan Batang Lagan dan Batang Air Hitam. Sedangkan lokasi
wilayahnya berada pada ketinggian 1 m — 5 m dpl, beriklim tropis dan hawa yang panas dengan
suhu rata-rata berkisar antara 22,90°C — 31,40°C. Karakter wilayahnya berdataran rendah yang
sangat luas dan sebahagian ditutupi hutan lahan gambut yang alami sebagaimana dapat dilihat
pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Ketinggian Tempat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Dirinci Menurut Ketinggian Tempat Dari Permukaan Air Laut

No. | Kecamatan Ketinggian Tempat (m dpl)
1-5 5-10
1 Mendahara 1-5 -
2 Mendahara Ulu 1-5 -
3 Geragai 1-5 -
4 Dendang 1-5 -
5 Muara Sabak Barat 1-5 -
6 Muara Sabak Timur 1-5 -
7 Kuala Jambi 1-5 -
8 Rantau Rasau 1-5 -
9 Berbak 1-5 -
10 | Nipah Panjang 1-5 -
11 Sadu 1-5 -

Sumber : RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikelompokkan dalam beberapa satuan
morfologi yaitu dataran rendah dan perbukitan yang bergelombang halus. Dari bentuk morfologi
dan penyebaran batuannya, maka orientasi kearah barat akan dijumpai morfologi yang lebih tinggi
yaitu morfologi perbukitan gelombang halus, yang diikuti dengan variasi dan jenis batuan yang ada,
sedangkan pada orientasi kearah timur akan dijumpai morfologi dataran rendah dan batuan yang

relatif sejenis. Kondisi tofografi dan morfologi demikian, menyebabkan wilayah Kabupaten Tanjung
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Jabung Timur memiliki potensi sumber daya yang besar dengan keindahan cagar alam dan

pantainya.

Kondisi geologi lingkungan untuk setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur dapat dijelaskan berikut ini :

1.

Kecamatan Mendahara

Kondisi geologi wilayah Kecamatan Mendahara pada umum memiliki daya dukung geologi
sedang sampai rendah. Daya dukung rendah memiliki sebaran dominan/luas dan tersusun oleh
endapan Rawa (Qs) terutama pada endapan lumpur dan tanah gambut. Sementara itu wilayah
dengan daya dukung sedang berada di bagian tengah mengikuti alur sungai besar dan disusun
oleh aluvium sungai (Qa) berupa endapan kerakal, kerikil dan pasir. Kondisi air tanah wilayah
ini memiliki tingkat produktif sedang dengan keterdapatan akuifer melalui aliran antar butir.
Kecamatan Mendahara Ulu

Kondisi geologi wilayah Kecamatan Mendahara Ulu memiliki daya dukung sedang, karena
disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan serta endapan
aluvium sungai. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang
dengan keterdapatan akuifer melalui celahan dan ruang antar butir.

Kecamatan Geragai

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang sampai
rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir
tufaan, batu lempung tufaan dan endapan aluvium sungai, sementara itu wilayah dengan daya
dukung rendah disusun oleh endapan rawa. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki
tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui celahan dan ruang antar
butir.

Kecamatan Kuala Jambi

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini pada umumnya memiliki daya dukung geologi
rendah karena seluruh wilayah tersusun oleh endapan Rawa (Qs) berupa endapan lumpur dan
tanah gambut. Kondisi air tanah wilayah ini memiliki tingkat produktif sedang dengan
keterdapatan akuifer melalui aliran antar butir.

Kecamatan Muara Sabak Barat

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini memiliki daya dukung sedang sampai rendah.
Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan

batu lempung tufaan Formasi Kasai. Perselingan batupasir kuarsa dan batu lempung kuarsa,
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bersisipan batubara dan oksida besi dari Formasi Muaraenim. Sementara itu wilayah dengan
daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa. Potensi air tanah wilayah ini umumnya
memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui celahan dan ruang
antar butir.

Kecamatan Muara Sabak Timur

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan
rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan
dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian tengah dan wilayah yang
disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian selatan.

Kecamatan Dendang

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan
rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan
dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian barat daya dan wilayah yang
disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian timur. Sementara itu wilayah dengan
daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa yang tersebar di bagian barat laut. Potensi air
tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan
akuifer melalui ruang antar butir.

Kecamatan Nipah Panjang

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan
rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di
bagian tenggara. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan
rawa yang tersebar di bagian utara. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat
produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antar butir.

Kecamatan Rantau Rasau

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan
rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan
dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian tengah dan wilayah yang
disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian selatan Sementara itu wilayah dengan
daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa yang tersebar di bagian utara. Potensi air
tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan

akuifer melalui ruang antar butir.
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10. Kecamatan Berbak
Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang. Daya
dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu
lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian tengah setempat-setempat dan wilayah
yang disusun oleh endapan aluvium yang tersebar luas hampir di seluruh bagian.
Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan
keterdapatan akuifer melalui ruang antar butir.

11. Kecamatan Sadu
Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan
rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh endapan aluvium yang tersebar
setempat-setempat di bagian timur. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah
disusun oleh endapan rawa tersebar sangat luas di bagian timur. Potensi air tanah wilayah ini
umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang

antar butir.

Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau
Rasau, Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu) merupakan dataran landai. Wilayah ini
merupakan cekungan yang membentuk rawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak dapat
menembus tanah atau mengalir sebagai run off, sehingga air terjebak berupa rawa. Air permukaan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi masalah utama pada musim penghujan yang
menggenangi areal permukiman dan lahan pertanian. Berdasarkan bentuk wilayah tersebut, pola

aliran permukaan air menjadi daerah yang tergenang periodik dan selalu tergenang.

Berdasarkan daerah tangkapan hujan atau daerah Aliran Sungai (DAS), Kabupaten Tanjung
Jabung Timur terbagi atas 5 DAS, yaitu DAS Mendahara, DAS Lagan, DAS Batanghari, DAS Air Hitam
dan DAS Benuh, sedangkan wilayah perencanaan termasuk dalam DAS Batanghari dan DAS
Benuh.DAS Batanghari mencakup seluruh Provinsi Jambi. Sungai ini merupakan sungai terbesar dan
terpanjang di kawasan pantai timur. Dibagian hilir sungai bercabang dua yaitu Sungai Batanghari
yang arahnya ke Muara Sabak dan cabang satu lagi yaitu Sungai Berbak mengarah ke Nipah Panjang.
Sungai ini merupakan urat nadi transportasi di Provinsi Jambi maupun di kawasan pantai timur.
Beberapa sungai besar lain yang mengalir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Sungai
Pamusiran, Sungai Sadu, Sungai Simpang Jelita, Sungai Simpang Datuk sedangkan berdasarkan
geometric sungai berbentuk meandering (berkelok-kelok) dan pada sepanjang kedua tanggulnya

dimanfaatkan sebagai pemukiman dan lahan pertanian.
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Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan

tahunan berkisar antara 2.000-3.000 milimeter per tahun, dimana 4 bulan basah, 8 bulan kering.

Rata-rata curah hujan bulan basah 179 — 279 mm dan curah bulan kering 71-103 mm. Suhu udara

rata-rata 22,90°C—31,40°C. Kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember - Januari dan 73%

pada bulan September.

Gambar 2.4

Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

Tabel 2.3

Luas Kawasan Hidrologis Gambut Yang Termasuk Bagian Dari
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Di Provinsi Jambi

PETA REMCANA
HAWASAN LINDUNG

No. | Nama Kesatuan Hidrologis Kabupaten Fungsi Fungsi Luas Total
Gambut Lindung Budidaya (Ha)
1 KHG Sungai Batanghari - Muaro Jambi, Tanjung 137.116 52.746 189.862
Sungai Air Hitam Laut Jabung Timur
2 KHG Sungai Air Hitam Laut - | Muarojambi, Tanjung 154.501 29.355 183.856
Sungai Buntu Kecil Jabung Timur, Banyuasin
3 KHG Sungai Betara - Sungai Tanjung Jabung Barat, 35.852 48.885 84.737
Mendahara Tanjung Jabung Timur
4 KHG Sungai Mendahara - Kota Jambi, Muaro Jambi, 110.699 90.683 201.383
Sungai Batanghari Tanjung Jabung Timur
Jumlah 659.838

Sumber : Kementerian LHK, 2021
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Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibagi ke dalam dua kawasan yaitu Kawasan
Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah kawasan yang memiliki fungsi utama
untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan budaya serta
sejarah, sehingga dapat menjamin berlangsungnya pembangunan secara berkelanjutan. Kawasan
lindung dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, meliputi hutan lindung,
kawasan bergambut dan kawasan resapan Air.

b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau
atau waduk dan kawasan sekitar mata air.

c. Kawasan suaka alam dan cagar alam terdiri dari kawasan suaka alam, taman nasional, taman
hutan raya dan taman wisata alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

d. Kawasan rawan bencana, yaitu kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana
alam.

Kawasan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kawasan yang termasuk di
dalamnya areal Taman Nasional Berbak (TNB) Tanjung Jabung Timur dengan luas mencapai
225.047,6 Ha atau 41,33 persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan fungsi utamanya untuk dibudidayakan
atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan
serta merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya
alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan secara optimal baik bagi kepentingan produksi atau
kegiatan usaha maupun pemenuhan kebutuhan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu penetapan
kawasan ini dititik beratkan pada usaha untuk memberikan dan menunjang pengembangan
berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi yang ada dengan memperhatikan pemanfaatan
yang efisien dan efektif. Kawasan budidaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian
sebagai berikut:

a. Kawasan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi
tetap dan kawasan hutan produksi konversi.

b. Kawasan pertanian meliputi kawasan tanaman pangan lahan basah, kawasan tanaman pangan
lahan kering, kawasan tanaman tahunan atau perkebunan, kawasan peternakan dan kawasan
perikanan.

c. Kawasan pertambangan, yaitu kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan, baik
wilayah yang sedang maupun yang segera akan dilakukan kegiatan pertambangan.

d. Kawasan pariwisata, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan wisata.

e. Kawasan permukiman, yaitu kawasan yang diperuntukan bagi kawasan permukiman.
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Tabel 2.4

Luas Lahan Berdasarkan Pola Ruang

Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pola ruang Luas (ha) Persentase (%)

Kawasan Cagar Alam 4.888,23 0,96%
Kawasan Ekosistem Essential 1.032,40 0,20%
Kawasan Hortikultura 29.170,28 5,74%
Hutan Lindung 23.693,34 4,66%
Kawasan industri 5.489,79 1,08%
Kawasan Perkebunan 187.362,15 36,84%
Kawasan Permukiman Perdesaan 10.203,78 2,01%
Kawasan Permukiman Perkotaan 2.292,41 0,45%
Hutan produksi Tetap 60.090,41 11,81%
Hutan Produksi yang dapat di Konversi 1.373,90 0,27%
Tanaman Pangan 43.872,23 8,63%
Sempadan Pantai 999,22 0,20%
Sempadan Sungai 5.123,42 1,01%
Sungai 7.435,47 1,46%
Taman Hutan Raya 3.157,19 0,62%
Taman Nasional 122.416,02 24,07%
Jumlah Keseluruhan 508.600,24

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

2.1.1.2. Potensi pengembangan Wilayah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008, Kawasan strategis nasional

adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat

penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan
dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan
dengan kriteria:

1. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati

2. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan
ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus
dilindungi dan/atau dilestarikan

3. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang

menimbulkan kerugian negara

Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro

Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas iingkungan hidup

Rawan bencana alam nasional

Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap

N o vk

kelangsungan kehidupan.
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Gambar 2.5
Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur

& PEMERINTAH KABUPATEN
PO KEPILAUAN RAU TANJUNG JABUNG TIMUR

PETA PENETAPAN

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

SKALA 1:250.000

U
Ao

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

Kawasan strategis nasional yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut
adalah : Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi). Berkaitan dengan pengembangan
wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka kawasan strategis ini ditetapkan dengan
pertimbangan untuk mempertahankan dan melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Penetapan kawasan strategis ini juga berkaitan dengan upaya untuk melestarikan tempat
perlindungan keanekaragaman hayati, merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang
ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau
diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan, memberikan perlindungan
keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian Negara,
memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro dan merupakan kawasan dengan

prioritas tinggi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya di prioritaskan karena
mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial,
budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis Provinsi Jambi yang ada di wilayah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut : Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi -

Kawasan Ujung Jabung dan sekitarnya.
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Berkaitan dengan pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka kawasan
strategis ini memiliki kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya yang
berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi cepat tumbuh, pengembangan sektor unggulan
yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan memiliki potensi ekspor, pengembangan
kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi khususnya minyak dan gas,
mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan,
mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi
nasional dan juga diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. Kawasan
Pantai Timur Provinsi Jambi merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang
banyak khususnya potensi minyak dan gas bumi. Kawasan Ujung Jabung merupakan kawasan yang
potensial untuk dibangun pelabuhan samudera karena memiliki alur laut yang dalam dan

berhadapan langsung dengan ALKI | (Alur Laut Kepulauan Indonesia Satu).

2.1.1.3. Gambaran Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 bertambah sebanyak 2.392
jiwa dari 231.772 jiwa pada tahun 2021 menjadi 234.164 jiwa pada tahun 2022 atau dengan laju
pertumbuhan penduduk sebesar 0,94. Dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2022
sebanyak 46,00 jiwa/km? dan Rasio jenis kelamin pada tahun 2022 sebesar 104,16.

Tabel 2.5
Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 | Jumlah Penduduk (Jiwa) 218.413 | 219.985 | 229.813 | 231.772 | 234.164
2 | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0,75 0,72 1,10 0,64 0,94
3 Rasio Jenis Kelamin/Sex Ratio 105,48 105,36 104,33 104,16 103,98
4 | Tingkat Kepadatan Penduduk/Density 40,11 40,40 45,00 45,19 46,00

(Jiwa/km?)

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur 2023 (diolah)

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka laju pertumbuhan angkatan kerja juga
mengalami peningkatan. Tingkat pendapatan penduduk di suatu wilayah merupakan muara dari
keterlibatan penduduk dalam mengisi kesempatan kerja yang tersedia sesuai dengan kemampuan
yang dimiliki. Semakin tinggi intensitas dalam lapangan pekerjaan, maka semakin tinggi pula rata-

rata tingkat pendapatan penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di suatu daerah berdampak terhadap rendahnya

pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk daerah tersebut. Secara sederhana, perhitungan
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pertumbuhan pendapatan per kapita diperoleh dari pertumbuhan ekonomi dikurangi
pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi pertumbuhan penduduk
yang juga tinggi akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita yang rendah. Sebaliknya
jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi pertumbuhan penduduk yang rendah, akan
berdampak pada tingginya angka pertumbuhan pendapatan per kapita dari suatu wilayah pada

tahun tersebut.

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis,
geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu
tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Berdasarkan data pada dokumen Kajian Resiko Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, daerah rawan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur meliputi :

1. Kawasan rawan banjir luapan air sungai dan gelombang pasang dan banjir ROB yang lokasinya
terletak dibeberapa kecamatan yaitu : Kecamatan Berbak, Kecamatan Sadu, Nipah Panjang,
Mendahara llir, Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur.

2. Kawasan rawan bencana kebakaran pemukiman terletak di Kecamatan Muara Sabak Timur,
Kuala Jambi, Dendang, Rantau Rasau, Nipah Panjang, Mendahara, Mendahara Ulu, Geragai
dan Sadu.

3. Kawasan Rawan Bencana Abrasi Tebing Sungai / Pantai terletak di Kecamatan Berbak,
Mendahara, Muara Sabak Timur dan Kuala Jambi.

4. Kawasan Rawan Bencana Angin Badai Puting Beliung terletak di Kecamatan Kuala Jambi,
Berbak, Nipah Panjang, Mendahara dan Sadu

5. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan terletak di 11 kecamatan.
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2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa fokus vyaitu fokus
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah

raga.
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menunjukan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur
perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan digunakan
PDRB yang dihitung menurut harga berlaku (current price), hal ini karena PDRB atas dasar harga
berlaku (PDRB ADHB) mengandung unsur inflasi makro. Sedangkan untuk menunjukkan laju
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun digunakan PDRB yang
dihitung menurut harga konstan (PDRB ADHK). Data PDRB ADHK lebih menggambarkan
perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah. PDRB

baik ADHB maupun ADHK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan satuan milyar rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut
lapangan usaha pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021, begitu juga dengan
PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut lapangan usaha yang mengalami peningkatan pada
periode yang sama. PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2022 atas dasar harga berlaku
(ADHB) meningkat sebesar 17,02 persen dibanding tahun 2021, sedangkan PDRB menurut lapangan
usaha atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2022 meningkat sebesar 1,08 persen dibanding

tahun 2021.
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Gambar 2.6

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2018-2022
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Gambar 2.7
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2018-2022
18.200,00 5,00%
4,21% 4,00%
18.000,00
3,00%
17.800,00
2,00%
17.600,00 1,00%
0,57%
17.400,00 0,00%
-1,00%
17.200,00
-2,00%
17.000,00
-3,00%
16.800,00 -4,00%
2018 2019 2020 2021 2022

I PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Lapangan Usaha  e====Pertumbuhan (%)

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023 (diolah)

[I-15



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024
|

Gambar 2.8

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022
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2.1.2.1.2. Inflasi dan Indeks Harga Konsumen

Salah satu indikator untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah laju inflasi, yang
menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum dan diukur dengan
perkembangan indeks harga konsumen. Tingkat inflasi yang tinggi secara terus menerus akan dapat
menimbulkan stagflasi, dimana kegiatan sektor-sektor ekonomi menjadi terhenti. Sebaliknya jika
inflasi terus menerus rendah (deflasi) akan dapat menimbulkan resesi ekonomi. Sehingga untuk
menjaga tingkat inflasi agar tetap berada pada satu titik yang diharapkan menjadi permasalahan
yang terus berkembang.

Guna mengukur tingkat inflasi, sejak April 1998 kelompok komoditas dibagi menjadi tujuh
kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan;

sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olahraga; serta transpor dan komunikasi.

Sampai saat ini penghitungan inflasi di Provinsi Jambi dilakukan pada dua wilayah, yaitu
Kota Jambi dan Kabupaten Bungo dengan tahun dasar 2012=100 dengan dasar Survei Biaya Hidup
(SBH) 2012. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai daerah yang relatif dekat dengan Kota Jambi,
dimana sebagian besar masyarakatnya terikat secara ekonomis dengan Kota Jambi, secara umum
dapat menggunakan tingkat inflasi kota Jambi untuk mencerminkan tingkat inflasi Kabupaten

Tanjung Jabung Timur.
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Indeks Harga Konsumen (IHK) atau juga dikenal dengan sebutan Consumer Price Index (CPI)
ini merupakan suatu indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh
konsumen. Indeks harga konsumen ini juga merupakan suatu indikator yang digunakan untuk
mengukur tingkat inflasi. Perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke waktu menggambarkan

tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari suatu barang maupun jasa.

Tabel 2.6

Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Jambi
Tahun 2018-2022

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 Indeks Harga Konsumen 134,57 136,28 106,23 108,00 114,90
2 Laju Inflasi 3,02 1,27 2,32 1,67 6,39

Sumber : Bank Indonesia, 2023 (diolah)

2.1.2.1.3. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengatur ketimpangan pendapatan
daerah secara menyeluruh. Berikut disajikan perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung

Timur kurun waktu 2015-2019 Tabel 2.7 dibawah ini :

Tabel 2.7
Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 - 2022

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 Gini Ratio 0,29 0,29 0,25 0,25 0,22

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

Koefisien gini seluruh kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2017-2021, menunjukkan
angka yang fluktuatif dan cenderung stabil. Dapat dilihat pada tahun 2018 indeks gini Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sebesar 0,29 kemudian pada tahun 2019 stabil pada angka 0,29, pada tahun
2020 turun menjadi 0,25, sedangkan pada tahun 2021 stabil di angka 0,25, kemudian pada tahun
2022 berhasil diturunkan menjadi 0,22.

2.1.2.1.4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral.
Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan
pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-

laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
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Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak
meratanya distribusi sumber daya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan
standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi
lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang
membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin.
Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh
terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global
terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari kurun waktu tahun 2018 ke
tahun 2022 mengalami penurunan ,dari sebanyak 27.4220 jiwa menjadi sebanyak 23.420 jiwa,
Sementara pendapatan keluarga miskin pada tahun 2018 berjumlah Rp. 361.574 kemudian terus
meningkat hingga pada tahun 2022 menjadi Rp. 468.201.

Tabel 2.8
Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
Garis Kemiskinan 361.574 | 374.735 392.778 | 406.772 | 468.201
Penduduk Miskin 27.220 25.350 24.230 24.420 23.420
Persentase Penduduk Miskin 12,40 11,50 10,95 11,39 10,91

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023 (diolah)

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk
miskin. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat
kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan
kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari
kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau Poverty Gap Index (P1) dan Indeks
Keparahan Kemiskinan atau Distributionally Sensitive Index (P2) yang dirumuskan oleh Foster-
Greer-Thorbec (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing
penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. P2 memberikan
gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati

0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil.
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Tabel 2.9
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2,19 1,75 1,45 2,07 1,37
2 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,56 0,47 0,31 0,61 0,31

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023 (diolah)

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

UNDP menyempurnakan metode IPM dengan Metode Baru pada tahun 2010. Adapun alasan
yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah : 1) Beberapa
indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah
tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas
pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga
tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat
menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; 2) penggunaan rumus rata-rata
aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi

dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan
dengan baik (diskriminatif) : a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan
lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang
terjadi; b) PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada
suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan
bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk
mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang

sama besar karena sama pentingnya.
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Gambar 2.9
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022
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Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023 (diolah)

IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 berada di posisi angka 63,32
kemudian mengalami peningkatan menjadi 65,77 pada tahun 2022, pertumbuhan IPM tertinggi
terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,32 persen. Rata-rata pertumbuhan IPM selama lima tahun

sebesar 0,99.

2.1.2.2.2. Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia 15
tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan jumlah seluruh

penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan seratus persen.

Angka Melek Huruf merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang menjadi
ukuran keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Angka melek huruf Kabupaten Tanjung
Jabung Timur selama 5 tahun terakhir cenderung stabil dengan rata-rata pertumbuhan 0,34 persen

dimana Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019.
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Gambar 2.10
Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022
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Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

2.1.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang
sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan
dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum
di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya
serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Pencapaian Angka Partisipasi Kasar dalam kurun waktu tahun 2018 s/d tahun 2022 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10

Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/sederajat dan SMP/sederajat
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 | APK SD/sederajat 111,76 99,25 108,29 102,39 102,88
Pertumbuhan (%) -1,10 -11,19 9,11 -5,45 0,48
2 | APK SMP/sederajat 98,46 88,84 91,63 85,04 89,83
Pertumbuhan (%) 2,93 -9,77 3,14 -7,19 5,63

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

Pertumbuhan APK baik SD maupun SMP sepanjang 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi

dengan pertumbuhan rata-rata sebesar minus 1,63 untuk APK SD dan minus 1,05 untuk APK SMP.
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2.1.2.2.4. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan
siswa pada jenjang terakhir. Kelulusan sebenarnya terkait erat dengan mutu pembelajaran, karena
anak dapat lulus jika daya serap mereka cukup bagus, sehingga lulus ujian akhir yang diikuti. Oleh
karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan akan paralel dengan peningkatan mutu

pembelajaran.

Angka kelulusan SD/sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2018 sampai
dengan 2022 sedikit menurun menjadi 99,93 persen, dengan rata-rata pencapaian selama lima
tahun sebesar 99,7 persen. Sementara angka kelulusan SMP/sederajat Kabupaten Tanjung Jabung
Timur selama tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif dengan rata-rata pencapaian selama lima

tahun sebesar 99,32 persen.

Pencapaian angka kelulusan untuk SD/sederajat dan SMP/sederajat tahun 2018-2022 di
Kabupaten Tanjung Jabung dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.11

Angka Kelulusan SD/sederajat dan SMP/sederajat
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 | ALSD/sederajat 100 100 98,73 99,77 99,93
2 | AL SMP/sederajat 100 98 100 99,21 99,39

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

2.1.2.2.5. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah
tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap
jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal
ini adalah APM untuk tingkat SD/MI yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7 - 12
tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 - 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) pada
umumnya digunakan untuk melihat penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat
bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka
nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat
bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai

APM akan selalu lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100.
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Data capaian APM SD/sederajat dan SMP/sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Capaian APM SD/sederajat dan SMP/sederajat

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 | APM SD/sederajat 97,51 95,18 99,19 91,60 90,58
Pertumbuhan (%) 0,00 -2,39 4,21 -7,65 -1,11
2 | APM SMP/sederajat 84,32 80,73 81,87 64,32 80,28
Pertumbuhan (%) 0,00 -4,26 1,41 -21,44 24,81

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

2.1.2.2.6. Angka usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan
dapat terus hidup. Angka Harapan Hidup juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun
yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Angka usia
harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.
Terdapat kecenderungan meningkat pada angka harapan hidup penduduk Kabupaten Tanjung

Jabung Timur dari tahun 2017-2021. Dimana angka harapan hidup yang sebesar 65,43 tahun pada
tahun 2017 meningkat menjadi 66,34 tahun pada tahun 2021.

Tabel 2.13
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022
NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 | Usia Harapan Hidup 65,69 66,08 66,23 66,34 66,66
Pertumbuhan (%) 0,40 0,59 0,23 0,17 0,48

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023
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2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
2.1.2.3.1. Jumlah grup kesenian

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami
peningkatan sejak tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat 58 grup kesenian per 10.000 penduduk
kesenian per 10.000 penduduk kemudian pada tahun 2020 naik menjadi sebanyak 60 grup kesenian
per 10.000 penduduk mengalami stagnan sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.14
Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 Grup Kesenian 58 58 60 60 60
Pertumbuhan (%) 3,45

Sumber :Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2023

2.1.2.3.2. Jumlah Atlit Olahraga
Jumlah atlit olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2018-2022
meningkat dari sebanyak 436 orang pada tahun 2018-2020 menjadi 534 orang pada tahun 2022
yang tersebar pada 34 cabang olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Tabel 2.15

Jumlah Atlit Olahraga
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 | Jumlah Atlit (orang) 436 436 436 494 534
Pertumbuhan (%) 13,30 8,10

Sumber : Komite Olahraga Nasional Indonesia Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

2.1.2.3.3. Jumlah gedung olahraga.

Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun
2018-2022 mengalami stagnan dimana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jumlah gedung
olahraga per 10.000 penduduk sebanyak 17 gedung.

Tabel 2.16
Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

NO | URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022

1 Gedung Olahraga 17 17 17 17 17
Pertumbuhan (%)
Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2023
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2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
2.1.3.1.1. Pendidikan
Fungsi pendidikan sangat strategis dan penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan

peningkatan kemakmuran masyarakat, bahkan berkorelasi dengan upaya-upaya peningkatan
kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Oleh karenanya, fungsi pendidikan merupakan
salah satu prioritas urusan wajib yang diselengggarakan oleh Dinas Pendidikan.

Rasio sekolah SD terhadap penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur sepanjang tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif, dimulai pada tahun 2018 mencapai 87,43
persen, sampai dengan tahun 2022 mencapai angka 91,61 persen.

Selanjutnya Rasio sekolah SMP terhadap Penduduk 13-15 Tahun juga mengalami fluktuatif.
Dimulai pada tahun 2018 mencapai 56,91 persen, sampai dengan tahun 2022 mencapai angka
54,85 persen. Adapun Pergerakan rasio dapat dilihat pada gambar di halaman berikut.

Tabel 2.17
Rasio Sekolah SD terhadap penduduk berusia 7-12 tahun
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

NO | URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 | Jumlah Gedung SD 229 229 229 229 229
2 | Jumlah Penduduk 7-12 Tahun | 26.192 | 24.108 | 24.642 | 24.800 | 24.998
3 | Rasio Sekolah 87,43 | 94,99 | 92,93 | 92,34 | 91,61
4 | Pertumbuhan (%) -0,73 8,64 -2,17 -0,64 -0,89

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

Tabel 2.18
Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk berusia 13-15 tahun
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 20178-2022

NO | URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 | Jumlah Gedung SMP 66 66 66 66 66
2 | Jumlah Penduduk 13-15 Tahun | 11.598 | 10.949 | 11.862 | 11.938 | 12.033
3 | Rasio Sekolah 56,91 60,28 55,64 55,29 54,85
4 | Pertumbuhan (%) -0,73 5,93 -7,70 -0,64 -0,79

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023
Selama periode 5 tahun (2018-2022) rasio guru terhadap murid SD/sederajat di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 15. Rasio periode tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel

berikut :
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Tabel 2.19
Rasio Guru terhadap Murid SD
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 | Jumlah Guru SD 1.670 1.893 1.643 1.184 1.604
2 | Jumlah Murid SD 23.956 24.283 23.962 23.232 23.086
Rasio 14 13 15 20 14

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

Sementara rasio guru terhadap murid SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang
tahun 2018-2022 rata-rata sebesar 13. Rasio periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 2.20
Rasio Guru terhadap Murid SMP
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 | Jumlah Guru SMP 540 858 579 477 571
2 | Jumlah Murid SMP 7.149 10.455 7231 6908 7001

Rasio 13 12 12 14 12

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah
rasio antara murid dengan guru. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat
pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin
rendah. Berdasarkan perhitungan sesuai peraturan yang berlaku, rasio guru terhadap murid untuk

SD dan SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong cukup.

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam rangka mencapai keberhasilan
proses pendidikan dan pengajaran di lingkungan sekolah. Penyediaan bangunan gedung yang
memadai dan memenuhi standar merupakan salah satu upaya dalam memenuhi ketentuan

minimum standar prasarana yang disyaratkan oleh pemerintah.
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Gambar 2.11

Jumlah dan Persentase Bangunan SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022
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Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023
Gambar 2.12
Jumlah dan Persentase Bangunan SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022
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Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023
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2.1.3.1.2. Kesehatan

Salah satu capaian bidang kesehatan adalah menurunnya angka kematian bayi dan angka
kematian balita per 1.000 KH. angka kematian bayi Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami
fluktuatif, pergerakan data angka kematian bayi dan data angka kematian balita pada tahun 2018

sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.13
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

Gambar 2.14
Angka Kematian Balita di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2018-2022
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023
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Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nurdin Hamzah merupakan salah satu unit kerja yang

dibentuk dengan fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum; 2) Pengkoordinasian

Rumah Sakit Umum; dan 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh RSUD Nurdin Hamzah dalam pelaksanaan kegiatan

salah satunya adalah keterbatasan sumberdaya manusia (SDM), seperti kurangnya tenaga dokter

umum dan tenaga dokter spesialis yang tidak menetap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pelayanan RSUD Nurdin Hamzah meliputi Bed Occupation Rate (%), Average Length of Stay

(Hari), Bed Turn Over (Kali), Turn Over Interval (Hari), Net Death Rate (%), Gross Death Rate (%),

Jumlah Tempat Tidur (Unit), Jumlah Kematian (Jiwa), Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa).

Peningkatan maupun penurunan masing-masing persentase pelayanan dapat dilihat pada tabel

berikut :
Tabel 2.21
Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

NO | URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 Bed Occupation Rate (%) 30,95 37,42 29,31 18,79 14,83
2 | Average Length of Stay (Hari) 3 3 4 5 3
3 | Bed Turn Over (Kali) 46 37,42 28 14 19
4 | Turn Over Interval (Hari) 6 5 9 21 16
5 Net Death Rate (%) 0,01 0,01 0,01 0,05 12,73
6 | Gross Death Rate (%) 0,04 0,04 0,01 0,08 34,42
7 | Jumlah Tempat Tidur (Unit) 58 66 68 113 109
8 | Jumlah Kematian (Jiwa) 101 141 117 152 73
9 | Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa) 15.541 | 17.626 | 11.896 | 11.687 | 17.491
10 | Jumlah Rawat inap/in patient (Jiwa) 2.511 3.234 1.954 1.815 1.937

Sumber : RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

Tabel 2.22

Rasio Posyandu Per Satuan Batita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

NO | URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 | Jumlah Posyandu 286 290 290 287 289
2 | Jumlah Batita (1-3 Tahun) 20.076 18.015 14.686 5.931 6.974

Rasio 14,25 16,10 19,75 48,39 41,44

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023
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Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Posyandu merupakan salah satu
bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan
dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan
kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat,
dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian
ibu dan bayi. Berdasarkan data diatas, rasio posyandu per satuan batita di Kabupaten Tanjung

Jabung Timur masih tergolong cukup aman dengan capaian rata-rata rasio sebanyak 28 anak.

Jumlah Penduduk yang sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2018
s/d tahun 2022 mengalami fluktuasi cenderung menurun. Pada tahun 2018 meningkat sebesar 4,13
persen, disusul pada tahun 2019 meningkat sebesar 12,93 persen, kemudian pada tahun 2020
menurun sebesar 10,22 persen, pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar 12,93 persen dan
pada akhirnya tahun 2020-2022 berhasil diturunkan masing-masing sebesar 10,22 persen, 9,01
persen dan 17,51 persen. Jumlah penduduk yang sakit didefenisikan sebagai Penduduk yang rawat
jalan dan rawat inap di fasilitas kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Gambar 2.15
Jumlah Penduduk yang Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023
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2.1.3.1.3. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan
infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi
pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur
juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana fisik di
wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum merata disetiap daerah terutama jalan-jalan
poros menuju desa-desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur di
perdesaan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
yang berawa-rawa dan dataran rendah sehingga memerlukan biaya yang tinggi serta memerlukan
penanganan konstruksi secara khusus dengan akses transportasi material yang didatangkan dari
luar daerah dalam pembangunannya.

Salah satu permasalahan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
adalah konektivitas antar wilayah desa, kecamatan dan kabupaten. Untuk memacu pertumbuhan
ekonomi, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah memperluas konektivitas antar wilayah karena
paling tidak ada 3 alasan mengapa konektivitas harus terus didorong yaitu :

1. Konektivitas mampu memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan
keseragaman (inclusive development), dengan menghubungkan pusat - pusat
pertumbuhan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Konektivitas dapat memperluas pertumbuhan melalui sistem penyediaan jaringan antar
moda yang menghubungkan hinterland dengan wilayah yang tertinggal ke pusat - pusat
pertumbuhan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Konektivitas sebagai upaya mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan
daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam memaksimalkan manfaat
sebuah pembangunan.

Panjang jalan kabupaten tahun 2022 sepanjang 1.235,17 Km. Jika dilihat dari kondisi jalan
kabupaten pada tahun 2022 terdapat sebesar 18,78 persen dalam kondisi rusak dan 16,75 persen
dalam kondisi rusak berat. sisanya sepanjang 64,47 persen dalam kondisi mantap. Berbagai upaya
dilaksanakan secara efektif dalam perbaikan ruas jalan (fungsional), salah satunya dengan

menggunakan alat berat satker Dinas PUPR / UPTD Alkal pada tahun 2022.
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Gambar 2.16
Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022
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Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

Penanganan jalan dan jembatan memang menjadi sangat sentral apabila tidak mampu
dilaksanakan yang berakibat pada aktifitas barang dan orang akan terhambat, kondisi jalan harus
mantap. Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan
mantap dalam layanan lalu lintas, sedangkan yang termasuk dalam kondisi ini adalah jalan dengan
kondisi baik dan sedang (Kepmenkimpraswil No.534/KPTS/M/2001).

Gambar 2.17
Kondisi Jalan (KM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022
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Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023
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Gambar 2.18
Perkembangan Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022
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1 Baik 159 169 176 181 251
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Jumlah 525 525 525 525 482

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

Tabel 2.23
Jaringan Irigasi Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur D.I.R kewenangan Kabupaten

Tahun 2021-2022

JARINGAN [RIGASI
LUAS AREAL PERTANIAN ( Ha) DEsa KONDISI BAIK (Ha)
No. DAERAH IRIGASI RAWA LUASAN KECAMATAN KELURAHAN
(re) BAKU POTENSIAL | FUNGSIONAL TAHUN TAHUN
2021 2022
1 D.I.R. Air Hitam Laut 112 308 308 - | Sadu Desa Air - -
Hitam Laut
2 D.l.R. Baku Tuo 164 49 49 27 | Sadu Desa Baku 27 27
Tuo
3 D.l.R. Dendang I - Il 200 2.220 2.220 78 | Dendang Kel. Rantau 66 66
Indah
4 D.I.R. Kampung Laut 400 - - - | Kuala Jambi Kel. Kampung - -
Laut
5 D.I.R. Lagan Hulu 319 119 119 - | Geragai Desa Lagan - -
Ulu
6 D.I.R. Lagan Simpang 500 700 700 168 | Geragai Desa Simpang 165 165
Pandan Pandan
7 D.I.R. Lambur I -1l 220 2.032 2.032 477 | Muara Sabak Desa Lambur | 466 477
Timur dan
Desa Lambur Il
8 D.l.R. Lambur Luar 800 1.116 1.116 777 | Muara Sabak Desa Lambur 405 405
Timur Luar
9 D.l.R. Marga Mulya 950 358 358 219 | Rantau Rasau Desa Marga 93 93
Mulya
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JARINGAN IRIGASI
LUAS AREAL PERTANIAN ( Ha ) bEsa KONDISI BAIK (Ha)
No. DAERAH IRIGASI RAWA | LUASAN KECAMATAN KELURAHAN
(He) BAKU POTENSIAL | FUNGSIONAL TAHUN TAHUN
2021 2022
10 D.l.R. Mendahara Hulu 200 57 57 - | Mendahara Desa - -
Ulu Mencolok
11 D.l.R. Mendahara llir 500 - - - | Mendahara Desa Sei. - -
Tawar
12 D.l.R. Muara Sabak 240 111 111 61 | Muara Sabak Kel. Muara - -
Timur Sabak Ilir
13 D.I.R. Pamusiran 85 644 644 254 | Nipah Panjang Desa Tri 142 142
Mulyo
14 D.I.R. Pamusiran Luar 400 1.760 1.760 680 | Nipah Panjang Desa 492 597
Pemusiran
Luar
15 D.l.R. Pangkal Duri 175 - - - | Mendahara Desa Pangkal - -
Duri
16 D.l.R. Penganyut 700 1.111 1.111 763 | Berbak Kel. Simpang 25 25
17 D.l.R. Rantau Rasau 320 471 471 305 | Berbak Desa Rantau 135 224
Desa Rasau
18 D.I.R. Sei. Cemara 50 104 104 - | Sadu Desa Sei. - -
Cemara
19 D.L.R. Sei. Itik / Sei. 330 840 840 45 | Sadu Desa Sei. Itik - -
Lokan dan
Kel. Sei. Lokan
20 D.l.R. Sei. Jambat 550 983 983 78 | Sadu Desa Sei. 78 78
Jambat
21 D.l.R. Sei. Palas 920 607 607 129 | Berbak Desa Rantau 66 66
Rasau
22 D.l.R. Sei. Raya Dalam 950 646 646 230 | Nipah Panjang Desa Sei. Raya 48 48
23 D.I.R. Sei. Sayang 125 652 652 247 | Sadu Desa Sei. 167 167
Sayang
24 D.I.R. Siau Dalam 600 - - - | Muara Sabak Desa Siau - -
Timur
25 D.L.R. Siau I -1l 550 293 293 140 | Muara Sabak Desa Siau 119 119
Timur
26 D.I.R. Simbur Naik 900 2.024 2.024 624 | Muara Sabak Desa Simbur 334 334
Timur Naik
27 D.I.R. Simpang Jelita / 444 306 306 49 | Nipah Panjang Kel. Nipah 42 42
Pulau Burung Panjang |
28 D.I.R. Simpang Kacang 300 - - | Sadu Desa Simpang - -
Datuk
29 D.l.R. Telago Limo 640 1.027 1.027 632 | BERBAK Desa Telago 300 300
Limo
30 D.l.R. Teluk Kijing 225 312 312 166 | NIPAH Desa Teluk - -
PANJANG Kijing
TOTAL 12.869 | 18.848 18.848 6.149 3.170 3.375
PERSENTASE 51,55 54,89

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023
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Tabel 2.24
Jaringan Saluran Perkebunan Kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2022
PERKEBUNAN RAKYAT JARINGAN PERKEBUNAN
No. (SP2010 BADAN PUSAT STATISTIK LUASAN (Ha) KONDISI BAIK (Ha)
KEMENTAN) TAHUN 2021 TAHUN 2022
Kecamatan

1 Sadu 13.642 9.674 10.109
2 Nipah Panjang 7.971 5.361 5.997
3 Berbak 9.092 1.974 2.199
4 Rantau Rasau 1.909 2.940 2.940
5 Muara Sabak Timur 33.657 20.711 21.446
6 Muara Sabak Barat 8.615 2.494 3.197
7 Kuala Jambi 822 2.925 3.570
8 Dendang 14.664 7.653 8.299
9 Geragai 21.097 10.172 10.414
10 | Mendahara 33.864 19.922 21.847
11 | Mendahara Ulu 17.631 6.705 7.357

TOTAL 162.964 90.531 97.375

PERSENTASE 55,55 59,75

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

2.1.3.1.4. Perhubungan

Pencapaian pembangunan pada sektor perhubungan dapat tergambar pada peningkatan
sarana prasarana perhubungan seperti dermaga, pelabuhan, angkutan penyeberangan. Sesuai
dengan kondisi daerah yang memiliki ratusan sungai maka keberadaan dermaga-dermaga kecil baik
yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah sangatlah menentukan denyut nadi

perekonomian.

Perkembangan sektor dermaga tiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2018 s.d
tahun 2022. Pada Tahun 2018 jumlah dermaga sebanyak 107 unit, terus meningkat sampai tahun
2022 menjadi 119 unit.

Selain kuantitas, Pemerintah Daerah juga memperhatikan kualitas dermaga.
Perkembangan dermaga dalam kondisi baik dan rusak pada periode 2018 - 2022 mengalami

peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.25 sebagai berikut :
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Tabel 2.25
Jumlah dan Perkembangan Sektor Dermaga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
Dermaga Konstruksi
1 | Kayu 70 70 70 69 69
2 | Besi 27 31 31 36 37
3 | Beton 10 10 11 13 13
Jumlah 107 111 112 118 119

Kondisi Dermaga
1 | Baik 37 41 42 54 51
2 | Rusak 70 70 70 64 68
Persentase Kondisi Baik | 34,58% | 36,94% | 37,50% | 45,76% | 42,86%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

2.1.3.1.5. Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk pelayanan kependudukan dalam hal pemberian Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran, sejalan dengan kebijakan nasional melalui Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merealisasikan Layanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK),
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran sejak tahun 2018 hingga 2022, kemudian terdapat
pelayanan baru yaitu Kartu Identitas anak (KIA).

Tabel 2.26
Realisasi Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran Tahun 2018-2022

NO | URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 | Kartu Keluarga (KK) 65.135 59.662 13.870 73.967 71.430
2 | Kartu Tanda Penduduk (KTP) 154.329 | 163.360 | 169.869 | 173.364 | 167.237

3 | Akta Kelahiran 68.392 66.873 68.312 69.859 66.231
Kartu Identitas Anak (KIA) 2.997 4.840 7.225 21.581 16.941

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023
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2.1.3.1.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat adalah
dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk
melalui Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana adalah upaya mengaturkelahiran anak, jarak
dan usia ideal melahirkan,mengatur kehamilan, melalui promosi,perlindungan, dan bantuan sesuai
dengan hakreproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas(Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga).

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami isteri (berstatus kawin) yang isterinya berumur
15 sampai dengan 49 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam
segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Ini dibedakan dengan
perempuan usia subur yang berstatus janda atau cerai. Pada masa ini pasangan usia subur harus
dapat menjaga dan memanfaatkan reprduksinya yaitu menekan angka kelahiran dengan metode
keluarga berencana sehingga jumlah dan interval kehamilan dapat diperhitungkan untuk
meningkatkan kualitas reproduksi dan kualitas generasi yang akan datang.

Tabel 2.27
Capaian Peserta Keluarga Berencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

NO | URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022

1 | PUS Program KB Aktif metode kontrasepsi 34.511 | 34.607 | 33.947 | 22.294 | 23.599
efektif (Jiwa)

2 | PUS Program KB Aktif metode kontrasepsi 6.466 | 6.485 | 5.969 | 3.153 | 3.001
efisien (Jiwa)

3 | Peserta KB Baru (Jiwa) 6.338 | 4.689 | 5.192 | 6.501 | 1.905

4 | Peserta Program KB Aktif (Jiwa) 40.977 | 41.092 | 39.916 | 25.447 | 26.600

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023
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2.1.3.1.7. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja
terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15
tahun keatas) yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif
dari persediaan tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasa dalam perekonomian. Semakin

tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi menghasilkan barang

atau jasa.
Tabel 2.28
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2018-2022
NO | URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 | TPAK 71,53 70,09 74,18 71,22 72,85

Sumber : BPS Kab.Tanjung Jabung Timur, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak
mempunyai pekerjaan. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan
angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap di

pasar kerja.

Tabel berikut menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur pada periode tahun 2018 - 2022. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.29 pada halaman

berikut :
Tabel 2.29
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022
NO | URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 TPT 1,85 1,71 1,41 1,56 1,32

Sumber : BPS Kab.Tanjung Jabung Timur, 2023

2.1.3.1.8. Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Untuk mendukung kemandirian ekonomi, pemerintah juga perlu memperkuat ekonomi
rakyat yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mayoritas penduduk. Selama ini,
pemerintah lebih fokus pada pengembangan ekonomi yang bertumpu pada investasi padat modal,
sedangkan ekonomi rakyat belum sepenuhnya mendapat perhatian yang layak. Ekonomi rakyat
menjelma dalam berbagai wujud aktivitas ekonomi dan usaha kecil-menengah: pedagang retail,
pasar tradisional, industri rumahan (perajin). Ekonomi sektor informal (pedagang kaki lima,

warung), selain sebagai wujud aktivitas ekonomi subsisten, juga berfungsi sebagai katup pengaman
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paling efektif di tingkat masyarakat bawah. Ekonomi rakyat dan ekonomi sektor informal
merupakan contoh nyata kemandirian ekonomi, yang tidak goyah di tengah persaingan ekonomi
pasar dan gempuran kapitalisme global.

Tabel 2.30

Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

TAHUN KOPERASI AKTIF TIDAK AKTIF
KUD NON KUD KUD NON KUD KUD NON KUD
2018 41 270 2 93 39 147
2019 41 273 2 96 39 177
2020 41 273 1 99 40 174
2021 41 238 1 87 40 151
2022 41 242 1 102 40 140

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2023

Tabel 2.31
Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

ANGGOTA
TAHUN KUD NON KUD
2018 9.252 17.126
2019 9.252 17.216
2020 9.252 17.628
2021 9.352 16.103
2022 9.352 16.436

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2023

Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia khususnya di daerah. Oleh karena itu
pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan program
pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Salah satu Tujuan BUMDes seperti dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu Melakukan
kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan

produktivitas perekonomian dan potensi desa.

Selain itu juga mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan
pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum
warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan
pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan

masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
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Untuk itu pendirian BUM Desa harus berorientasi pada kepemilikan bersama (pemerintah
desa dan masyarakat), tidak hanya memberikan manfaat finansial (pajak, pendapatan asli desa)

tetapi juga manfaat ekonomi secara luas (lapangan kerja, ekonomi berkelanjutan, dll).

Tabel 2.32

Jumlah dan Keadaan Badan Usaha Milik Desa di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

NO | URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
Bumdes

1 | Aktif 29 51 51 48 49

2 | Tidak Aktif 36 19 22 25 24
Jumlah 65 70 73 73 73
Persentase Bumdes Aktif 44,62% 72,86% 69,86% 65,75% 67,12%

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2023

2.1.3.1.9. Penanaman Modal

Nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2018 - 2022
berfluktuasi cenderung mengalami peningkatan. Namun penurunan invstasi terjadi pada tahun
2019 dan 2020 masing-masing sebesar minus 11,73 persen dan minus 76,53 persen, kemudian
pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 100,37 persen, akan tetapi pada tahun 2022 menurun

sebesar 9,19 persen.

Gambar 2.19

Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

760.847.999.010
800.000.000.000 e ;. 150,00%
600.000.000.000 100,00%
50,00%
400.000.000.000
0,00%
200.000.000.000 50,00%
0 -100,00%

2018 2019 2020 2021 2022

mmm Nilai Investasi (Rp.) === Pertumbuhan

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2023

Penurunan investasi disebabkan antara lain : 1) Sehubungan dengan banyaknya perusahaan yang
ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit

telah berproduksi secara komersial; 2) Keterbatasan lahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung
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Timur menjadi penghambat meningkatya nilai investasi; 3) Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir,
tidak ada investor baru yang berinvestasi di Kab. Tanjung Jabung Timur baik itu Penanaman Modal

Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing.
2.1.3.1.10. Pemerintahan Umum

Kualitas tata kelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat tercapainya sasaran
pembangunan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan,

akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Tabel 2.33
Jumlah Produk Hukum di Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022
NO | URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
Produk Hukum
1 Peraturan Daerah (Perda) 6 12 3 4 8
2 Peraturan Kepala Daerah (Perkada) 58 57 32 24 45
3 Keputusan Kepala Daerah 719 758 532 464 452
4 Program Legislasi Daerah (Prolegda) 9 12 6 8 8

Sumber : Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah, 2023

2.1.3.1.11. Perangkat Daerah dan Kepegawaian

Jumlah aparatur negara berdasarkan PNS Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama
periode 2018-2022 kecenderungan menurun. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya PNS
yang pensiun/meninggal setiap tahunnya, PNS yang mutasi ke Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota lain dan PNS Fungsional Guru SMA dan guru SMK yang status
kepegawaiannya ditarik menjadi pegawai Provinsi Jambi sejak tahun 2015 setelah keluarnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.34
Jumlah PNS menurut golongan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022
NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 Jumlah PNS (orang)
a Golongan | 27 21 18 16 13
b Golongan Il 684 593 553 507 455
C Golongan IlI 2.167 2.313 2.270 2.388 2.362
d Golongan IV 992 916 846 773 694
Jumlah 3.870 3.843 3.687 3.684 3.524

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023
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Tabel 2.35

Jumlah Pejabat Eselon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022
NO | URAIAN 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

1 | Jumlah Pejabat per eselon (orang)
a Eselon Il 35 35 35 35 36
b Eselon IlI 158 158 158 144 158
C Eselon IV 509 469 469 433 175
Jumlah 702 662 662 612 369

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

Tabel 2.36
Jumlah PNS Menurut Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

NO | URAIAN 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022

1 | Tingkat Pendidikan (orang)
a SD 34 17 14 9 6
b | SMP 42 27 23 19 16
o SMA 733 628 588 503 435
d DI & DIl 482 419 344 282 242
e D Il 565 575 571 577 523
f S1 & DIV 1.898 | 2.030 | 1.997 | 2.123 | 2.114
g S2 116 147 150 171 188
h S3 0 0 0 0
Jumlah 3.870 | 3.843 | 3.687 | 3.684 | 3.524

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

2.1.3.1.12. Perpustakaan.

Layanan pengguna perpustakaan merupakan aktivitas perpustakaan dalam memberikan jasa
layanan kepada pengguna perpustakaan, khususnya kepada anggota perpustakaan. Semua layanan
tersebut penyelenggaraannya disesuaikan dengan kondisi tenaga perpustakaan dan kebutuhan
penggunanya. Buku merupakan bentuk cetakan yang tidak bisa dijauhkan dari aktivitas belajar
mengajar. Kebutuhan buku dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini sebuah perpustakaan
selayaknya menyediakan koleksi buku sebagai penunjang layanan baca bagi masyarakat dari semua
kalangan. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya cetak, karya tulis, dan
atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah

dan dilayankan.

Tabel 2.37
Perkembangan Koleksi Buku Perpustakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022
NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 Jumlah Buku 33.852 37.856 38.556 38.556 38.556
2 Jumlah Judul Buku 9.654 10.226 10.576 10.576 10.576

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023
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Tabel 2.38
Perkembangan Jumlah Pengunjung dan Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

NO | URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 | Jumlah Pengunjung (orang) 14.299 19.235 6.460 6.720 11.576
2 Target Pengunjung (orang) 17.160 19.800 22.440 8.650 11.750
Persentase Jumlah Pengunjung (%) 83,33% | 97,15% | 28,79% 77,69% | 98,52%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Pertanian

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat
dilihat dari kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, penciptaan
kesempatan kerja/berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, dan sumber perolehan devisa.
Pertanian untuk pembangunan nasional dipandang sebagai suatu sektor yang memiliki kemampuan
khusus dalam menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas. Selain dinilai strategis, sektor
pertanian juga memiliki potensi besar dan prospek yang cerah untuk dikembangkan. Peran baru
sektor pertanian dalam menyediakan pangan (food), pakan (feed), dan energi (biofuel) menjadikan
sektor pertanian layak dijadikan sektor andalan dalam pembangunan daerah. Peran sebagai
penyedia pangan, pakan, dan energi tersebut menyebabkan peningkatan produksi komoditas
pertanian menjadi target yang sangat penting seiring dengan semakin tingginya permintaan akan
komoditas pertanian tersebut, terlebih untuk komoditas-komoditas pertanian yang sampai saat ini
masih harus diimpor dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan domestik. Di antara
komoditas pertanian tersebut, padi, jagung, dan kedelai (pajale) merupakan tiga komoditas pangan
terpenting di daerah bahkan tingkat nasional. Perkembangan jumlah produksi sektor pertanian
khususnya tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.39
Jumlah Produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

TAHUN / JUMLAH PRODUKSI (TON)
No. KOMODITI
2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Padi 92.414 97.983 118.507 | 58.294 52.962,42 35.389,57
2 Jagung 13.108 12.620 16.696 | 13.043 11.169,10 7.019,37
3 Kedelai 1.413 620 640 624 161,39 143,88
4 Kacang 176 54 6.6 58 47,36 99,16

Tanah
5 Kacang Hijau 19 8 2 5 2,28 0,00
6 Ubi Kayu 6.482 3.450 2.021 3.105 2.219,57 1.846,76
7 Ubi Jalar 712 1.031 574 1270 860,16 673,79

Jumlah 114.324 115.766 138.440 | 76.399 67.422,28 45.172,53

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

Program Gerakan serentak tanam padi dua kali setahun, atau yang dikenal dengan istilah

“Gertak Tanpa Dusta”. Program ini merupakan solusi pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian

tanaman pangan untuk menggali potensi daerah dalam upaya meningkatkan produksi padi melalui

peningkatan indeks pertanaman (IP.200) di Kabupaten Tanjabtimn dalam menunjang percepatan

Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN).

Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2018-2022

Tabel 2.40
Luas Tanam, Luas Panen dan Produktivitas

No Program Gertak TAHUN
Tanpa Dusta 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 | Target 1700 1700 1500 1500 1500 1800
2 Realisasi 1700 1700 1040 1500 1500 1785
3 Produktivitas 3,94 3,88 3,98 4,15 4,17 4,21
(ton/ha)

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023
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Tabel 2.41
Luas Tanam Komoditi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2018-2022

TAHUN / LUAS TANAM (HA)
No KOMODITI
2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Padi 18.387 22.591 25.210 15.278 11.230 8.791,18
2 Jagung 1846 1855 2733 1.850 1.575 886,70
3 Kedelai 1087 403 449 466 125 154,50
4 Kacang Tanah 98 42 40 39 32 50,00
5 Kacang Hijau 15 7 9 4 2 0,00
6 Ubi Kayu 149 161 147 132 95 93,00
7 Ubi Jalar 58 44 57 62 42 33,00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

Luas tanam komoditi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi
jalar mengalami fluktuatif. Naik turun nya luas tanam mempengaruhi produksi komoditi itu sendiri.
Sehingga dalam hal ini diperlukan upaya lebih di dalam meningkatkan luas tanam demi peningkatan
produksi masing-masing komoditi.

Tabel 2.42

Perkembangan Produktivitas Komoditi Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

TAHUN / PRODUKTIVITAS (TON)
No KOMODITI
2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 | Padi 4,19 4,20 4,20 4,20 4,21 4,21
2 | Jagung 6,64 6,80 6,98 7,05 7,17 7,18
3 | Kedelai 1,4 1,54 1,32 1,34 1,30 1,30
4 Kacang Tanah 1,36 1,28 1,48 1,48 1,48 1,48
5 | Kacang Hijau 1,17 1,19 1,14 1,14 1,14 0,00
6 | UbiKayu 32,75 21,19 23,52 23,52 23,16 23,74
7 | Ubilalar 10,83 23,54 20,48 20,48 20,48 20,48

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

2.1.3.2.2. Peternakan

Subsektor peternakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sektor
pertanian yang diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Kesadaran akan
pentingnya kebutuhan pangan yang benilai gizi tinggi merupakan salah satu indikator dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dipenuhi dari protein hewani seperti daging,
telur dan susu. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, dan pendidikan masyarakat akan
menyebabkan meningkatnya permintaan akan produk hewani, sehingga perlu adanya peningkatan

produksi untuk memenuhi permintaan tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka pengadaan produk
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peternakan bagi kebutuhan masyarakat maka diperlukan pembangunan di bidang peternakan yang

lebih cepat menghasilkan produk.

Tabel 2.43

Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

TAHUN / POPULASI TERNAK ( EKOR )

No | JENIS TERNAK 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Sapi 19.244 20.480 21.010 21.204 21.474 21.829
2 Kerbau 85 82 80 83 80 81
3 Kambing 41.073 42.987 43.941 44.742 44.951 45.514
4 Domba 51 51 57 59 53 62
5 Ayam Buras 3.817.768 | 3.976.841 | 3.909.743 | 4.021.985 | 3.986.492 | 3.913.918
6 Itik 25.457 39.885 45.959 48.772 54.855 57.432
7 Ayam Pedaging 36.131 43.478 47.895 58.590 203.205 153.120
8 Ayam Petelur 172.831 172.239 172.619 172.998 173.075 172.452

Jumlah 4.112.640 | 4.296.043 | 4.241.304 | 4.368.433 | 4.484.185 | 4.364.408

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

2.1.3.2.3.

Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah

dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang

dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan

serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Perkembangan luas lahan komoditi perkebunan pada periode tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada

pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2018-2022
TAHUN / LUAS LAHAN (Ha)

No KoMibITI 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Karet 7.755 7.768 7.768 7.868 7.756 7.756
2 Kelapa Sawit 33.702 52.475 33.872 33.872 33.872 38.308
3 Kelapa Dalam 58.521 58.505 58.521 58.821 58.912 58.912
4 Kelapa Hibrida 66 69 69 69 66 66
5 Lada 42 44 42 40 37 39
6 Kakao 400 419 400 405 441 451
7 Pinang 9.095 9.250 9.095 9.095 9.218 9.625
8 Kopi Robusta 3.323 3.323 3.323 3.333 3.333 3.333
9 | Kemiri 8 8 8 8 7 7

Jumlah 112.912 131.861 113.098 113.511 113.642 118.497

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023
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Tabel 2.45

Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan di kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

TAHUN / PRODUKSI (TON)
No KOMIDITI
2018 2019 2020 2021 2022

1 Karet 3.647 3.647 3.692 4.503 4.505
2 Kelapa Sawit 46.887 47.806 47.806 76.375 76.378
3 Kelapa Dalam 51.376 51.398 51.398 57.292 57.295
4 Kelapa Hibrida 55 55 55 54 54
5 Lada 8 14 8 9 9
6 Kakao 173 212 173 239 241
7 Pinang 3.132 3.207 3.207 16.136 16.136
8 Kopi Robusta 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237
9 Kemiri 2 2 2 2 2

Jumlah 106.517 107.578 107.578 155.847 155.857

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

Tabel 2.46

Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2018-2022

TAHUN / JUMLAH PETANI (KK)
No KOMIDITI 2018 2019 2020 2021 2022

1 Karet 5.283 5.283 5283 2.376 5.271
2 Kelapa Sawit 11.474 11.808 11609 11.609 12.760
3 Kelapa Dalam 23.054 22.743 22743 22.743 22.862
4 Kelapa Hibrida 45 48 45 45 42
5 Lada 752 762 752 717 707
6 Kakao 688 688 731 752 762
7 Pinang 8.524 8.524 8793 8.973 8.923
8 Kopi Robusta 2.567 2.567 2611 2.554 2.426
9 Kemiri 27 27 19 19 19

Jumlah 52.414 52.450 52.586 49.788 53.772

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

2.1.3.2.4. Kehutanan
Tabel 2.47
Luas Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No Jenis Hutan/Kawasan Luas Kawa:san Hl."tan dan

Konservasi Perairan (Ha)
1 Hutan Lindung 22.190,13
2 Suaka Alam dan Pelestarian Alam 4.618,68
3 Hutan Produksi Tetap 55.197,58
4 Hutan Produksi Dapat dikonversi 1.205,47
Jumlah 83.211,86

Sumber : Provinsi Jambi Dalam Angka, 2023
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2.1.3.2.5. Energi dan Sumberdaya Mineral

Sumber daya mineral dan energi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat
diperbaharui (unrenewable resources). Jumlahnya sumber daya tersebut sangat terbatas dan
proses pembentukan serta pemulihannya membutuhkan waktu lama. Untuk itu, pemanfaatannya
harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin.

Lifting migas adalah produksi migas yang siap jual. Besaran lifting ini bisa berbeda dengan
besaran produksi karena tidak semua produksi migas yang baru keluar dari dalam bumi bisa
langsung dijual. Dalam beberapa kasus, produksi migas masih harus diproses atau diangkut
sebelum menijadi lifting. Istilah lifting juga kerap dipakai untuk menggambarkan proses penyerahan
migas dari produsen kepada pembeli. Pada proses inilah penerimaan negara dari kegiatan hulu

migas terealisasi.

Tabel 2.48
Capaian Lifting Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022*
1 | Lifting Minyak Bumi (Barrel) 866.653 989.319 562.335 575.731 348.047
2 | Lifting Gas Bumi (MMBTU) 9.581.386 | 9.031.182 | 3.583.802 | 5.686.360 | 2.994.420

*Tahun 2022 s.d bulan Juli 2022

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah, 2023

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki
sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan
jumlah rumah tangga. Adapun capaian rasio elektrifikasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai
dengan tahun 2022 telah mencapai 100 persen untuk Rasio Elektrifikasi Kecamatan dan Rasio
Elektrifikasi Desa/Kelurahan.

Tabel 2.49

Capaian Rasio Elektrifikasi (RE) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

NO Rasio Elektrifikasi 2018 2019 2020 2021 2022
1 RE Kecamatan (%) 100% 100% 100% 100% 100%
2 RE Desa/Kelurahan (%) 91,40% 95,70% 96,77% 100% 100%
3 RE Rumah Tangga (%) 91,45% 93,07% 99,06% 92,63% 99,99%
Sumber : PLN Muara Sabak, 2023
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2.1.3.2.6. Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah yang memiliki wilayah dataran, laut dan pantai. Kabupaten Tanjung Jabung
Timur memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar baik untuk usaha penangkapan
maupun budidaya perikanan, hal tersebut Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satu dari
dua Kabupaten di Provinsi Jambi yang memilki wilayah laut dengan letak wilayah geografisnya yang
sangat strategis yang berdekatan dengan kawasan Sijori (Singapura - Johor - Riau) dan kawasan
Sibajo (Singapura - Batam - Johor). Daerah tangkapan ikan relatif luas mencangkup kawasan Laut
Cina Selatan dan perairan umum, rawa dan daerah pasang surut. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
mempunyai potensi sumber daya alam pada sektor kelautan dan perikanan yang cukup besar,
dengan panjang garis pantai 230,90 Km yang membentang dari perbatasan dengan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat sampai dengan perbatasan Provinsi Sumatra Selatan yang mempunyai
potensi perikanan tangkap laut dengan luas areal 77.752 hektar

Tabel 2.50

Jumlah Produksi Sektor Perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

TAHUN / JUMLAH PRODUKSI (TON)

No SUB SEKTOR 2018 2019 2020 2021 2022
1 | Perairan Laut 23.656,3 | 25.014,1 26834,4 | 24.503,61 | 25.427,22
2 | Perairan Umum 397,2 346,2 347,91 321,54 311,02
3 | Kolam dan bioflok 425,65 502,55 522,06 531,92 354,02
4 | Tambak 260,48 270,48 273,18 275,92 510,23
5 | Kerambah Jaring Apung 42,28

(KJA)
6 | Mina Padi 8,40 8,40 8,48 9,90

Jumlah 24.781,87 | 26.141,66 | 27.985,99 | 25.641,47 | 26.612,39

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

2.1.3.2.7. Perindustrian dan Perdagangan

Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan
bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga
kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi, dan
distribusinya sebagai kegiatan utama. Sedangkan Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor
perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap
PDRB. Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, rumah
makan/restoran dan perhotelan. Capaian sektor perindustrian dan perdagangan di wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada data capaian sebagai berikut :
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Tabel 2.51
Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

TAHUN / JUMLAH (Rp.)
2018 2019 2020 2021 2022
1 | Nilai Produksi 101.259.000 | 505.529.000 | 864.478.000 | 803.095.000 | 821.854.000

2 | Nilai Bahan Baku | 21.350.000 | 56.607.000 | 64.264.000 | 74.154.000 | 76.390.000

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

No URAIAN

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu. Baik yang
disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan
maupun sebutan lainnya. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu tempat atau
proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa
tertentu. Proses interaksi tersebut dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan
jumlah yang diperdagangkan. Adapun jumlah dan capaian kondisi pasar di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur dapat dilihat pada data sebagai berikut :

Tabel 2.52

Jumlah dan Perkembangan Kondisi Pasar di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

TAHUN / JUMLAH (Unit)

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 Jumlah Pasar 28 28 27 27 27
2 Kondisi Pasar

2.a | Baik 8 8 9 11 12

2.b | Sedang 16 16 14 13 11

2.c Kurang Baik 4 4 4 3 1

3 Jenis Pasar

3.a Harian 4 4 3 3 3

3.b Mingguan 24 24 24 24 24
4 Pengelolaan Pasar

4.a | Masyarakat

4.b | Pemda 8 9 10 10 10

4.c Desa 20 19 17 17 17

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023
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2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Per Kapita

Kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat
konsumsi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi
semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.
Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi
bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan
makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka
konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil
bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap
jumlah penduduk. Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan perkapita di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada Tabel halaman Berikut :

Tabel 2.53
Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Perkapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 — 2022

Rata-rata Pengeluaran (Rupiah/bulan)
No | Kelompok 2018 | 2019 2020 2021 2022
1 | Konsumsi Makanan per Kapita 557.138 | 518.552 593.818 688.884 758.425
2 | Konsumsi Bukan Makanan per 398.306 | 400.958 413.910 470.539 523.790
Kapita
JUMLAH 955.444 | 919.510 | 1.007.728 | 1.159.423 | 1.282.215

Sumber : Kab. Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

2.1.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Guna melihat keberhasilan pembangunan pertanian, maka selain melihat kontribusi dan
pertumbuhan sektor tersebut juga diperlukan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu indikator
pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar
Petani (NTP).

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani
(It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan
tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi It yang berada pada
pembilang (enumerator) dari angka NTP. Bila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi

volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga
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akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan It, merupakan sebuah indikator tingkat
kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan.

Dari sisi perkembangan jumlah pengeluaran atau pembelanjaan petani baik untuk kebutuhan
konsumsi maupun untuk produksi, maka petani sebagai produsen dan konsumen dihadapkan
kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan
pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. Kedua, pengeluaran untuk
produksi/budidaya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya
operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal. Unsur kedua ini hanya
mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi. Investasi dan pembentukan
barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani.

Nilai NTP tidak dihitung sampai dengan Kabupaten/Kota, oleh karena itu NTP Kabupaten
Tanjung Jabung Timur mengacu pada NTP Provinsi Jambi. NTP Provinsi Jambi terdiri dari NTP untuk
subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan dan subsektor peternakan. Fluktuasi NTP ini
mengindikasikan bahwa kebijakan pertanian yang selama ini dilaksanakan belum mampu
meningkatkan kesejahteraan petani karena ketidakstabilan harga ditingkat petani dan pola
konsumsi petani. Namun demikian dalam 2 tahun terakhir terjadi peningkatan NTP, capaian ini
cukup memberikan harapan bahwa kebijakan pembangunan pertanian yang dilaksanakan tidak
hanya untuk meningkatkan produktivitas dan kstabilan harga jual namun juga meningkatkan

keberdayaan petani dalam mengelola usaha taninya.

Gambar 2.20

Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun
2018-2022

138,79 140,63

2018 2019 2020 2021 2022

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023
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2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
2.1.4.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011 - 2031. Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur haruslah
disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan
diimplementasikan sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah wilayah yang penataan ruangnya
di prioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten Tanjung
Jabung Timur terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Berdasarkan hasil kajian
terhadap potensi, permasalahan dan arahan kebijakan pembangunan yang ada maka Kawasan
strategis di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.54

Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2010-2030

No. Kawasan Strategis Klasifikasi Kawasan Lokasi Potensi
Strategis Pengembangan
Kawasan Perkotaan pertumbuhan ekonomi e Kecamatan Muara |e Pengembangan
Muara Sabak Sabak Barat Permukiman
e Perdagangan Dan
Jasa
Kawasan Industri pendayagunaan sumber e Kecamatan e Pertambangan
Pertambangan Geragai daya alam dan/atau Geragai Minyak dan Gas
teknologi tinggi e Perdagangan Dan
Jasa
Kawasan Pelabuhan pertumbuhan ekonomi e Kecamatan Muara |e Transportasi
Nasional/Utama Muara Sabak Barat e |ndustri
Sabak e Perdagangan dan
Jasa
Kawasan Rantaurasau dan | pertumbuhan ekonomi e Kecamatan e Perkebunan
sekitarnya Rantaurasau e Pertanian
Kawasan Nipah Panjang pertumbuhan ekonomi e Kecamatan e Perikanan
dan sekitarnya Nipah Panjang e Industri Maritim

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031
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2.1.4.2.2 Jenis dan Jumlah Bank

Sektor perbankan merupakan faktor utama yang mampu menunjang perekonomian di
daerah. Sektor perbankan menjadi salah satu lembaga keuangan negara yang memiliki peran untuk
menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan modal dan investasi bagi para pemilik dana. Peran perbankan dalam menggerakkan
perekonomian nasional sangat besar. Pasalnya, perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi,

termasuk sektor penggerak utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah.

Di tengah tekanan pasca pandemi Covid-19 ini, peran perbankan dibutuhkan dalam
membantu dunia usaha yang sedang mengalamitekanan baik melalui restrukturisasi kredit maupun
dengan penyaluran kredit baru. Menurunnya, dalam penyaluran kredit tidak perlu membeda-
bedakan sektor. Sedangkan tantangan utama perbankan saat ini adalah bagaimana menjaga
kualitas kredit agar tidak berujung dengan kredit macet atau non performing loan (NPL). Adapun

Jumlah dan jenis bank di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.55
Jumlah dan Jenis Bank di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 - 2022
No Uraian Perkembangan Jumlah Bank
2018 2019 2020 2021 2022
1 | Bank Milik Pemerintah 2 2 3 3 3
2 | Bank Milik Pemerintah Daerah 1 1 1 1 1
3 | Bank Milik Swasta 1 1 1 1

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

2.1.4.2.3 Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Air minum adalah kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Air minum berperan agar
makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor
yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk
mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan.
Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar. Mudahnya akses terhadap
air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan

kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas.
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Tabel 2.56

Cakupan Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
Cakupan Rumah Tangga (%) 72 68,74 67,99 71 69,23
2 Pertumbuhan (%) 3,37 -4,53 -1,09 4,43 -2,49

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.43.1. Demo

Situasi yang kondusif merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan. Untuk menciptakan hal tersebut perlu dilakukan upaya meminimalisir

setiap gangguan terhadap pelaksanaan tugas ke pemerintahan. Tujuannya adalah agar pemerintah

dapat melaksanakan tugas pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan, selain daripada itu

masyarakat juga dapat melaksanakan aktifitasnya dengan aman dan tertib.

Tabel 2.57
Jumlah Demo di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

No. Tahun Jumlah Demo
1. 2018 2 Kali
2. 2019 2 Kali
3. 2020 4 Kali
4. 2021 5 Kali
5. 2022 7 Kali

Sumber : Satpol PP Damkar Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

2.1.4.3.2. Jumlah pajak dan retribusi daerah

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

maka pemerintah Tanjung Jabung Timur memiliki kewenangan memungut pajak dan retribusi

daerah sebanyak 11 jenis pajak dan 15 jenis retribusi. Adapun pajak daerah dimuat ke dalam tabel

berikut ini.
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Tabel 2.58
Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

No Pajak Daerah No Retribusi Daerah
1 Pajak daerah sebanyak 11 jenis 1 Jasa Umum Sebanyak 8 Jenis retribusi
pajak 2 Jasa Usaha sebanyak 6 jenis retribusi

3 Jasa Perizinan Tertentu sebanyak 1 jenis

retribusi

Jumlah : 11 Jenis Pajak Jumlah : 15 Jenis Retribusi

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023

2.1.4.3.3. Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif maka diperlukan peraturan daerah
yang mendukung iklim tersebut. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menilai pentingnya
dukungan pemerintah terhadap penciptaan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur. Untuk itu, telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan publik kepada pengusaha dan
masyarakat yang memerlukan pelayanan publik yang prima dan memenuhi standar pelayanan

minimum.
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2.1.5 Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2022

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan
ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait
hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, mengingatkan agar
Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai
Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar
pelayanan minimal (SPM). Berdasarkan beberapa amanat tersebut, dapat kita simpulkan
bahwa, adanya pergeseran makna SPM pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
dibandingkan regulasi sebelumnya. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan
ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan
maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM vyaitu sederhana, konkrit,
mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai
batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya
kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif
dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang
serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk

memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi
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terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan

pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung

menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima
menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi

Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah
Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana,
sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah
harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi
masyarakat.

2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang
disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi
masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya
penyelenggaraan yang baik.

A. Bidang Urusan Pendidikan
1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaran pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan
Kebudayaan serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan, namun demikian
dalam pelaksanaannya baru Pendidikan Dasar yang sudah memiliki Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

a. Pendidikan anak usia dini (PAUD);

b. Pendidikan Dasar (SD);
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¢. Pendidikan Menengah Pertama (SMP); dan
d. Pendidikan kesetaraan

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No| Indikator Pencapaian Target Realisasi Satuan %

1 Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Warga Negara 7.897 5.401 Orang | 68,39
Usia 5-6 Tahun vyang
berpartisipasi dalam
pendidikan PAUD

2. Pendidikan Dasar

Jumlah Warga Negara 25.161 24.240 Orang | 96,34
Usia 7-12 Tahun vyang
berpartisipasi dalam
pendidikan SD

3. Pendidikan Menengah Pertama

Jumlah Warga Negara 12.359 9.155 Orang | 74,12
Usia 13-15 Tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan SMP

4, Pendidikan Kesetaraan

Jumlah Warga Negara 4.219 653 Orang | 15,48
Usia 7-18 Tahun vyang
berpartisipasi dalam
pendidikan Dasar dan
Menengah

3. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pendidikan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung
Timur pada tahun 2022 yang terdapat dalam Anggaran Dinas Pendidikan Tahun
2022 yaitu sebesar Rp. 281.452.347.179,- (Dua ratus delapan puluh satu tiga
milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu

seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
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Dukungan Personil
Untuk pencapaian target SPM dinas Pendidikan dan kebudayaan memiliki
dukungan personel terdiri dari tenaga fungsional guru 1.842 orang, Sedangkan
satuan Pendidikan terdiri dari Paud berjumlah 295 unit negeri dan swasta,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari 250 unit negeri
dan swasta.
4. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih
baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi
Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap
tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian,
dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang
pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif
pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Permasalahan
Acuan Data dari rapor mutu Pendidikan dan angka APK, APM Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan terkendala terkait dengan rilis resmi dari pihak
yang memiliki otoritas mengeluarkan data tersebut setelah tahun anggaran
berakhir ini yang menjadi kendala dalam evaluasi dan laporan penerapan
SPM di Dinas Pendidikan Kabupaten. Dan selanjutnya permasalahan belum
diterapkan nya SPM yang berkaitan dengan biaya pribadi peserta didik bagi

masyarakat yang tidak mampu.
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b. Solusi
Solusi yang diharapkan pihak satuan Pendidikan, Pengawas, Penilik, LPMP,
dan BPS agar dapat mempercepat mengeluarkan data rapor mutu Pendidikan
ataupun angka partisipasi sekolah, diharapkan bulan Februari tahun
berikutnya setelah tahun anggaran berakhir dan terhadap permasalahan SPM
yang berkaitan dengan biaya pribadi peserta didik yang tidak mampu akan
dibuat program dan kegiatan di dalam DPA Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
B. Bidang Urusan Kesehatan
1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar

Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di

Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam

standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

» Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

» Pelayanan Kesehatan lbu Bersalin

» Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

» Pelayanan Kesehatan Balita

» Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

» Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

» Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

» Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi

» Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

» Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

» Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
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» Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

2. Target dan Pencapaian SPM Daerah

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam

memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian

kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) tiap Tahun.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No

Indikator Pencapaian

Target

Realisasi

Satuan

%

1

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Jumlah ibu hamil yang
mendapatkan  layanan
keshatan

4.144

3.577

Orang

86,32

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Jumlah ibu bersalin
yang mendapatkan
layanan kesehatan

3.954

2,704

Orang

68,39

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jumlah bayi baru lahir
usia 0-28 hari yang
mendapatkan layanan
kesehatan

3.714

3.658

Orang

98,49

Pelayanan Kesehatan Balita

Jumlah balita usia 0-59
bulan mendapatkan
layanan kesehatan

14.756

11.448

Orang

77,58

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Jumlah anak usia anak
pendidikan dasar yang
mendapatkan  layanan
kesehatan

29.320

28.759

Orang

98,09

Pelayanan Pada Usia Produktif

Jumlah orang usia 15-59
tahun yang
mendapatkan  layanan
kesehatan

142.048

42.280

Orang

29,76

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Jumlah warga negara
usia 60 tahun atau lebih
yang mendapat
pelayanan skrining
kesehtan

12.553

7.678

Orang

61,16
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No

Indikator Pencapaian

Target

Realisasi

Satuan

%

Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi

Jumlah penderita
hypertensi usia > 15
Tahun di dalam wilayah
kerjanya yang
mendapatkan pelayanan
ksehatan

54.215

12.778

Orang

23,57

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)

Jumlah penderita
diabetes militus usia >
15 tahun yang
mendapat pelayanan
kesehatan

1.123

662

Orang

58,95

10.

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangg

uan Jiwa (ODGJ) Berat

Jumlah ODGJ Berat yang
mendapatkan pelayanan
ksehatan

413

394

Orang

95,40

11.

Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulusis

Jumlah oarng terduga
TBC vyang dilakukan
pemeriksaan sesuai
dengan standar

2.738

532

Orang

19,43

12.

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko

Melemahkan Daya

Terinfeksi Virus yang

Jumlah orang dengan
resiko terinfeksi HIV
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan

5.361

3.014

Orang

56,22

3. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2022 Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dialokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten

Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 9.708.291,375,- (Sembilan milyar tujuh ratus

delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima

rupiah) dengan serapan sebesar Rp. 8.445.888.360,- (Delapan milyar empat ratus

empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam

puluh rupiah,-) atau sebesar 87% yang terdiri dari program rutin, teknis, DAK dan

Sumber dana lainnya.
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4. Dukungan Personil
Personil yang melaksanakan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur adalah sebanyak 520 orang ASN dan yang tersebar di
puskesmas dan jaringannya dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Pesonil yang melaksanakan Urusan Kesehatan pada RSUD Nurdin Hamzah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebanyak 136 Orang.
5. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Kurangnya keterampilan dalam penanganan medis terhadap penyakit
peneomia serta kurangnya personil terutama perawat atau dokter spesialis,
belum tersedianya fasilitas pendukung seperti ambulance terutama untuk
puskesmas rujukan yang berada di daerah kecamatan-kecamatan yang belum
bisa di lalui dengan kendaraan roda empat.
b. Solusi
Melaksanakan pelatihan terhadap tenaga medis dan penambahan personil
perawat atau dokter spesialis serta menyediakan ambulance air untuk daerah
tertentu.
Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1. Jenis Pelayanan Dasar
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik
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2. Target Pencapaian SPM Daerah

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dengan

target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) tiap

Tahun.

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No Jenis Standar Pelayanan Minimal %
Indikator Terget Realisasi
1.1. | Pemenuhan kebutuhan pokok air 54.413 4.906 9,02
minum sehari-hari
2.2. | Penyediaan pelayanan pengolahan 50.992 451 0,88
Air Limbah Domestik

3. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2022 Urusan Pekerjaan Umum vyang yang terdiri dari dua

indikator tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dialokasikan melalui Anggaran Dinas

terkait yang bersumber dari:

a. APBD;

b. APBN; dan

c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang

terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM yang didukung oleh 116

personil yang terdiri dari

Tetap.

37 orang ASN dan 179 orang Pegawai Harian Tidak
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5. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah- langkah penyelesaian
permasalahan yang ditempuh Secara umum permasalahan vyang dihadapi
Bidang Cipta Karya terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal
antara lain:
1) Permasalahan Internal
a) Sumberdaya personil belum memadai, baik dari sisi jumlah
maupun kualitas untuk fokus penanganan pelayanan air minum dan
sanitasi/limbah domestik
b) Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat
dilaksanakan karena terbatasnya alokasi anggaran/APBD
2) Permasalahan Eksternal
a) Belum sinerginya upaya implementasi SPM
Salah satu permasalahan pokok yang menyebabkan belum
optimalnya pelayanan sektor air minum dan sanitasi/limbah
domestik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah belum
adanya sinergi dari seluruh komponen masyarakat dalam
penanganan penyediaan air minum dan sanitasi.  Seluruh
komponen pemangku kepentingan baik ditingkat eksekutif dan
legislatif di semua level harus memiliki pemahaman yang sama serta
berkomitmen penuh dalam upaya penanganan. Penuntasan SPM dua
sub sektor tersebut sangat tidak memadai apabila hanya

bertumpu pada Bidang Cipta Karya saja.
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b) Akurasi ketersediaan data

Sebagai salah satu komponen paling menentukan maka data
penyediaan air minum dan air limbah domestik menjadi faktor
penentu peningkatan capaian pelayanan. Kebijakan yang tepat
hanya dapat dilakukan apabula didasari data yang valid dan up to
date. Personil Bidang Cipta Karya yang hanya 11 orang sangat
tidak memadai untuk penyediaan data sebagaimana diharapkan.
Keterlibatan berbagai komponen  masyarakat  khususnya
penyelenggara pemerintahan sampai level terrendah di tingkat
desa/kelurahan sangat menentukan akurasi penyiapan data.
Komitmen bersama menjadi kata kunci dalam upaya tersebut.

¢) Alokasi Pendanaan belum memadai

Meskipun bukan satu-satunya faktor terpenting, aspek pendanaan
memegang peran utama dala pelaksanaan penuntasan pelayanan
sektor air minum dan air limbah. Alokasi pendanaan yang bahkan
setelah ada tambahan pendanaan yang ditopang melalui Dana
Alokasi Khusus (DAK) vyang diproyeksikan diawal penyusunan
Renstra turut berakibat pada belum terpenuhinya target pelayanan
SPM Bidang Air Minum dan Air Limbah. Belum lagi ditambah
kondisi bahwa asumsi-asumsi serta beberapa parameter yang
ditetapkan pada saat penyusunan Renstra tidak sesuai dengan
kondisi sebenarnya serta ketersediaan rincian data yang tidak

memadai
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b. Solusi
Dari berbagai permasalahan yang ada, komitmen bersama untuk bersama-
sama melakukan langkah besar untuk mengupayakan pemenuhan target
pelayanan air minum dan air limbah menjadi kunci pokok pelaksanaan

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ketentuan yang ada

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1. Jenis Pelayanan Dasar
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
kabupaten/kota.
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena
relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Target Pencapaian SPM Daerah
Adapun Indikator Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung
Jabung Timur sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2022 serta
Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
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Jenis Standar Pelayanan Minimal

No Indikator Terget Rea:lsas %
1. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni warga negara korban bencana
Jumlah  warga Negara korban 633 633 100
bencana yang memperoleh rumah
layak huni
2. Penyediaan pelayanan relokasi dan fassilitas penyediaan rumah layak
huni

Jumlah warga negara yang terkena
relokasi akibat program Pemerintah
Dearah Kabupaten/Kota yang
memperoleh fasilitas penyediaan
rumah yang layak huni

3. Alokasi Anggaran
Jumlah total keseluruhan belanja Langsung dan Tidak Lansung pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada
Tahun 2022 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya.
4. Dukungan Personil

Adapun personil dan pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 didukung oleh 116 personil yang

terdiri dari 37 orang ASN dan 179 orang Pegawai Harian Tidak Tetap.

5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan
Dalam melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung
Jabung Timur tahun 2021, ada beberapa permasalahan yang masih menjadi
kendala, diantaranya sebagai berikut :

+» Banyaknya masyarakat yang tinggal dipinggiran sungai khususnya sungai

batang hari maupun di kawasan pantai.
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+» Rendahnya alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

. Solusi

Adapun solusi yang ditempuh guna menghadapi permasalahan tersebut diatas

diantaranya:

+» Segera melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat yang tinggal
disempadan sungai batang karena masyarakat yang memperoleh bantuan
perumahan minimal 100 m dari pinggir sungai maupun bibir pantai.

% Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) agar
menaikkan alokasi anggaran untuk Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa yang akan datang.

Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

a.

Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi
Pamong Praja adalah:

» Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah:

» Pelayanan informasi Rawan Bencana

» Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

» Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan adalah:

» Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
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2. Target Pencapaian SPM Daerah
Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
adalah:
a. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi

Pamong Praja adalah:

Jenis Standar Pelayanan Minimal

%

No Indikator | Terget ‘ Realisasi
1. | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
Jumlah warga negara yang 117 117 100

memperoleh layanan akibat dari
penegakan hukum perda dan perkada

b. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah:

Jenis Standar Pelayanan Minimal

No Indikator Terget Realisasi %
1. | Pelayanan informasi Rawan Bencana
Persentase masyarakat yang 380 380 100
mengetahui informasi rawan bencana
(orang)
2. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan
Persentase warga yang memperoleh 845 845 100

layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana (orang)

3. | Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana

Persentase masyarakat yang 533 533 100
terselamatkan
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c. lJenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan adalah:

No

Jenis Standar Pelayanan Minimal

Indikator | Terget

| Realisasi

%

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Tingkat waktu tanggap (respon time | 15 menit

rate)

15 menit

100

3. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2022 Urusan Trantibum dan Linmas Kabupaten Tanjung Jabung Timur

dialokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui

Anggaran Dinas terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar serta Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya.

4. Dukungan Personil

a. Satuan Polisi Pamong Praja

yang

Pada tahun 2022 personil ASN dan PHTT pada Satuan Polisi Pamong Praja dan

Damkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebanyak 130 Personil.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sampai dengan tahun 2022 personil aparatur Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 59 orang ASN

dan PHTT pada kantor tersebut.

5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
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Beberapa permasalahan yang umum dihadapi unit kerja pemadam
kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat kinerja baik oleh
sebagian masyarakat memang cukup klasik, diantara lain:

e  Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perda yang diterbitkan
terutama tentang hewan ternak.

e  Kesulitan mencapai lokasi kebakaran yang disebabkan jauhnya jarak
tempuh dan kondisi wilayah yang berada di pinggiran sungai maupun
laut.

e Volume angkut kendaraan yang membawa hasil tani maupun hasil
alam lainnya yang melebihi tonase.

e Kondisi lingkungan yang tidak menunjang operasional pemadam
kebakaran, seperti minimnya reservoir, penataan bangunan dan
budaya masyarakat.

e  Kurangnya peralatan pemadam kebakaran.

b. Solusi

Dalam mengatasi permasalahan yang ada pada kantor yang menangani

Bencana pemadam kebakaran telah berupaya meningkatan pelayanan dengan

berbagai cara diantaranya:

a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
penanggulangan kebakaran.

b. Menambah armada pemadam kebakaran volume 5000 liter sesuai yang
dipersyaratan dalam standar SPM

c. Rekrutmen dan pendidikan pelatihan petugas pemadam kebakaran
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d. Menekankan strategi pencegahan melalui himbauan poster /spanduk,
leflet, koran, radio tv lokal, melakukan penyuluhan, pembentukan satlakar

dan inspeksi bangunan.

F. Bidang Urusan Sosial
1. Jenis Pelayanan Dasar
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang
tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial adalah sebagai berikut :
» Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
» Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
» Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
> Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di
luar panti sosial;
» Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.
2. Target Pencapaian SPM Daerah
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam
memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian
kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) tiap Tahun.
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2022 adalah sebagai berikut:
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No Indikator Pencapaian Target Realisasi | Satuan %

1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar
panti

Jumlah penyandang cacat 26 26 Jiwa 100
fisik mental / Disabilitas,
yang telah menerima
bantuan sosial

2. | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti

Jumlah Anak Terlantar yang - - Jiwa -
telah menerima bantuan
sosial
3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
Jumlah Lanjut Usia Terlantar 101 101 Jiwa 100

yang telah menerima
bantuan sosial

4. | Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan
Pengemis di luar Panti Sosial

Jumlah Eks Penyandang - - Jiwa -
Penyakit Sosial (PSK,
NARKOBA, Gangguan lJiwa
dan Penyakit Sosial Lainnya)
yang mendapatkan bantuan

5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana
bagi korban bencana Kabupaten

Jumlah warga negara 184 250 Jiwa 100
korban bencana
kabupaten/kota yang

memperoleh perlindungan
dan jaminan sosial

3. Alokasi Anggaran
Pada tahun 2022 Urusan Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur dialokasikan
anggaran melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdapat dalam DPA
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

4. Dukungan Personil
a. Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar

pelayanan minimal bidang Sosial sejumlah Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan
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Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 37 Orang terdiri dari 28 ASN dan
9 orang PHTT.
Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
1) Belum semua PMKS dapat menerima bantuan karena keterbatasan
Anggaran
2) Belum semua PMKS dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya.
dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan
penerima bantuan harus : memiliki badan hukum dan penerima bantuan
harus masuk dalam Basis Data Terpadu.

3) Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak
dapat mengajukan bantuan untuk melengkapi sarana dan prasarana di luar
panti.

b. Solusi
1) Menunggu cukupnya Anggaran yang diperuntukkan sebagai bantuan PMKS
2) Menunggu aturan yang jelas sehingga dapat mengakomodir penerima
bantuan,
3) Calon penerima bantuan yang belum masuk Basis Data Terpadu di usulkan
melalui mekanisme pemutakhiran Basis Data Terpadu.
Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada Lembaga Kesejahteraan

Sosial untuk mendaftarkan dan mengajukan ijin
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2.1.6 Kondisi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

Capaian Target
Target dan Indikator TPB Tahun 2022 Belum Hampir . | Instansi

. . | Terpenuhi
Terpenuhi Terpenuhi

Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia,
yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Persentase penduduk yang hidup di
bawah garis kemiskinan nasional,
menurut jenis kelamin dan
kelompok umur.

121 10,50% 11,39% Bappeda

Presentase laki — laki, perempuan
dan anak — anak dari semua usia,
1.2.2 yang hidup dalam kemiskinan NA Bappeda
dalam berbagai dimensi, sesuai
dengan definsi nasional.

Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang
paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Proporsi penduduk yang menerima
program perlindungan sosisal
menurut jenis kelamin, untuk
karegori kelompok anak
pengangguran, lansia, penyandang
difabilitas, ibu hamil/melahirkan,
korban kecelakaan kerja, kelompok
miskin dan rentan

1.3.1* NA

Proporsi peserta jaminan Dinas
kesehatan melalui SISN Bidang 67% 32,93% Kesehatan
Kesehatan

1.3.1
(a)

Dinas

1.3.1 Proporsi peserta Program Jaminan 6,04% | Kesehatan

(b) Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Jumlah rumah tangga yang
1.3.1 mendapatkan bantuan tunai

(d) bersyarat/Program Keluarga
Harapan

Dinas
9,99% | Kesehatan

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan,
memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan
kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang
tepat, termasuk keuangan mikro.

Proporsi dari penduduk dewasa

yang mendapatkan ha katas tanah
147" | Y28 didasari o'lt'eh' dokumen hukum i 93,22 D|n§s
dan yang memiliki ha katas tanah Perkim
berdasarkan jenis kelamin dan tipe

kepemilikan
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Capaian Target
Target dan Indikator TPB Tahun 2022 Belum Hampir . | Instansi

. . | Terpenuhi
Terpenuhi Terpenuhi

Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan
mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan,
dan bencana.

Jumlah korban meninggal, hilang,
1.5.1* | dan terkena dampak bencana per 0 BPBD
100.000 orang

Jumlah lokasi penguatan
pengurangan risiko bencana 55% 32,87% BPBD
daerah

1.5.1
(a)

Indeks risiko bencana pada pusat —
pusat pertumbuhan yang beresiko BPBD

tinggi

1.5.1
(e)

Dokumen strategi pengurangan
1.5.3* | risiko bencana (PRB) tingkat N/A BPBD
nasional dan daerah

Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk
Semua Usia

Tahun Capaian Target
Target dan Indikator TPB Dasar Belum Hampir Terpenuhi Instansi
2022 Terpenuhi Terpenuhi P

Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Proporsi perempuan pernah
kawin umur 15 — 49 tahun
3.1.2 yang proses melahirkan 93,04%
terakhirnya ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih.

Dinas
Kesehatan

Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan
memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

3.3.3% Kejadian Malaria per 1000 1,22% Dinas
orang. Kesehatan
334 Insiden Hepatitis B per N/A N/A

100.000 penduduk

Jumlah orang yang
memerlukan intervensi
3.3.5*% | terhadap penyakit tropis
yang terabaikan (Filariasis
dan Kusta).

Filariasis : N/A Dinas
Kusta : 100% Kesehatan

Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui
pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

3.4.1 | Persentase merokok pada 0 0 Dinas
(a) penduduk umur 10-18tahun. 15,5% 22,15% Kesehatan

341 P_revallen5| tekanan darah 15,0% 25 95% Dinas
(b) tinggi. Kesehatan
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Tahun Capaian Target
Target dan Indikator TPB Dasar Belum Hampir Terpenuhi Instansi
2022 Terpenuhi Terpenuhi P
3.4.1 Prevalensi obesitas pada 11,70% 32.5% Dinas

(c) penduduk umur 218 tahun. Kesehatan

Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan
penggunaan alcohol yang membahayakan

35.1 Jumlah yang mengakses N/A BNN Kab.
(b) layanan pasca rehabilitasi Tanjabtim

Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan
kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat — obatan dan vaksin, berkualitas dan terjangkau bagi semua
orang

Cakupan pelayanan
kesehatan esensial
(didefinisikan sebagai rata-
rata cakupan intervensi yang
dapat dilacak termasuk
reproduksi, ibu, bayi baru

3.8.1 lahir, dan kesehatan anak, N/A Dinas
. . Kesehatan
penyakit menular, penyakit
tidak menular, kapasitas
layanan serta akses untuk
penduduk secara umum dan
penduduk kurang
beruntung).
3.8.1 Unmet need pelayanan N/A Dinas
(a) kesehatan. Kesehatan
3.8.2 Cakupan Jaminan Kesehatan Dinas
. 67%
(a) Nasional (JKN). Kesehatan

Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah
yang tepat

Persentase merokok pada Dinas

* 0, 0,
3.a.1 penduduk umur 215 tahun. 15,5% 22,15% Kesehatan

Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi
tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau
kecil

Kepadatan dan distribusi Dinas

3.c.1* N/A
tenaga kesehatan. / Kesehatan
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Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan

Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua

Tahun Capaian Target
Target TPB dan Indikator TPB Dasar Belum Hampir Terpenuhi Instansi
2022 Terpenuhi Terpenuhi P

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD-
setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capa

ian pembela

SMP tanpa dipungut biaya,
jaran yang relevan dan efektif.

Tingkat penyelesaian pendidikan

4.1.2* | jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, N/A D|r'1a's
. Pendidikan
SMA/sederajat
Angka Anak tidak sekolah jenjang
4.1.2a | PAUD, SD/sederajat.SMP/sederajat. N/A

Dan SMA/sederajat

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan
pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk
menempuh pendidikan dasar.

4.2.2*

Tingkat partisipasi dalam pembelajaran
yang teroganisir (satu

tahun sebelum usia sekolah dasar),
menurut jenis kelamin.

N/A

24,68%

Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan lakilaki, terhadap pendidikan teknik,

pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

kejuruan dan

Tingkat partisipasi remaja dan dewasa
dalam pendidikan dan pelatihan formal

4.3.1% dan non formal dalam 12 bulan
terakhir, menurut jenis kelamin.

4.3.1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) 57 05

(a) SMA/SMK/MA/sederajat. !
4.3.1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan N/A Dinas

(b) Tinggi (PT). Pendidikan
Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang
relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

(a) ' Pendidikan

komunikasi (TIK).

Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua
tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk
asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

4.5.1*

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM)
perempuan/laki-laki di (1)
SD/Ml/sederajat; (2)
SMP/MTs/sederajat; (3)
SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio
Angka Partisipasi Kasar (APK)
perempuan/laki-laki di (4) Perguruan
Tinggi.

SD
99,19%
SMP
81,88%
SMA
PT

SD 99,45%
SMP 82,24%
SMA 48,80%
PT

Dinas
Pendidikan

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja

dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun

perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
4.6.1 | Persentase angka melek aksara 99.33% 95.68 % Dinas
(a) penduduk umur =15 tahun. 1227 At Pendidikan
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Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target Tahun Capaian Target
TPB Indikator TPB Dasar Belum Hampir Terpenuhi Instansi
2022 Terpenuhi Terpenuhi
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
Jumlah kebijakan yang responsif
5.1.1* | gender mendukung pemberdayaan 2 Dinas Sosial
perempuan. PPPA

Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum pe
orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploita

rempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan
si lainnya.

5.2.2
(a)

Persentase korban kekerasan
terhadap perempuan yang
mendapat layanan komprehensif.

80%

100%

Dinas Sosial
PPPA

Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini

dan paksa, serta sunat perempuan.

5.3.1%*

Proporsi perempuan umur 20-24
tahun yang berstatus kawin atau
berstatus hidup bersama sebelum
umur 15 tahun dan sebelum umur
18 tahun.

62,42% (
berumur 10
thn keatas
status

kawin)

Dinas Sosial

PPPA

Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat
pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Proporsi kursi yang diduduki

meningkatkan pemberdayaan perempuan..

perempuan di parlemen tingkat Minimal
3517 pusat, parlemen daerah dan 30% 26,67% Dinas Sosial
pemerintah daerah. PPPA
55 % Proporsi perempuan yang berada di Pemda 2,85% Dinas Sosial
o posisi managerial. Swasta N/A PPPA
Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk

5.b.1*

Proporsi individu yang memiliki
telepon genggam.

70%

62,79%

Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan Dan Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berbasis Untuk

Semua

Target TPB
Indikator TPB

Tahun

Capaian Target

Dasar
2012

Belum
Terpenuhi

Hampir
Terpenuhi

Terpenuhi

Instansi

Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

6.1.1 (a)

Persentase rumah tangga
yang yang menggunakan
layanan air minum yang
dikelola secara aman

70%

85,91%

DLH/Dinas PUPR

Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan
praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok

masyara

kat rentan.
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Target TPB
Indikator TPB

Tahun
Dasar
2012

Capaian Target

Belum
Terpenuhi

Hampir
Terpenuhi

. Instansi
Terpenuhi

6.2.1*

Persentase rumah tangga
yang menggunakan

layanan sanitasi yang dikelola
secara aman, termasuk
fasilitas cuci tangan dengan
air dan

sabun.

N/A

Dinas Kesehatan

6.2.1 (b)

Persentase rumah tangga
yang memiliki akses terhadap
layanan sanitasi layak dan
berkelanjutan.

73%

69,75%

Dinas Kesehatan

6.2.1 (c)

Jumlah desa/kelurahan yang
melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM).

49 desa /

52 69% Dinas Kesehatan
. (]

6.2.1.(d)

Jumlah desa/kelurahan yang
Open Defecation Free (ODF)/
Stop Buang Air Besar
Sembarangan (SBS).

11 desa /

29 45% Dinas Kesehatan
. (]

6.2.1.(f)

Proporsi rumah tangga yang
terlayani sistem pengelolaan
air limbah terpusat.

2,49% DLH

Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan
pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara
signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

Persentase limbah cair
6.3.1(a) industri cair yang diolah N/A DLH
secara aman.
Proporsi rumah tangga yang
6.3.1 (b) terlayani sistem pengelolaan N/A DLH
lumpur tinja.
Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, Dan Modern Untuk
Semua
Tahun —— Capaian Target
Target TPB Indikator TPB Dasar Terpenu Hampir Terpenuhi Instansi
2022 :i Terpenuhi P
Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
7.1.1 Rasio elektrifikasi 92% 99,46% PLN
Konsumisi listrik per
71L@ o ita 93.535.410 PLN
Jumlah sambungan
7.1.2 (a) jaringan gas untuk 45.519 Bappeda/ESDM
rumah tangga.
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Capaian Target

Tahun Bel
Target TPB Indikator TPB Dasar Tef l::u Hampir Terpenuhi Instansi
2022 :i Terpenuhi P
71.2(b) | Résiopenggunaan gas 98,20% Bagian SDA

rumah tangga

Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan
Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua

Tahun Capaian Target
Target TPB Indikator TPB Dasar Belum Hampir Terpenuhi Instansi
2022 Terpenuhi Terpenuhi P

Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen
pertumbuhan produk
domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

Laju pertumbuhan

* 1) 0,

8.1.1 PDB perkapita 1,60% 1,36%

8.1.1 (a) PDB per kapita 110,35% 94,44% BPS

Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan
s pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor

termasuk foku

padat karya.

inovasi teknologi,

8.2.1*

Laju pertumbuhan
PDB per tenaga
kerja/Tingkat
pertumbuhan
PDB riil per orang
bekerja per tahun

N/A

N/A

Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia m

uda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau

pelatihan
Persentase usia
muda (15-24 tahun)
8.6.1* yang sedang tidak N/A 38,78% Dinas Pendidikan

sekolah, bekerja
atau mengikuti
pelatihan (NEET).

Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan,

asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

8.10.1 (a)

Rata-rata jarak
Lembaga keuangan
(Bank Umum).

N/A

47.6 Km

Kantor Desa/Kecamatan
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Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Yang

Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Target TPB

Indikator TPB

Tahun

Capaian Target

Dasar
2018

Belum
Terpenuhi

Hampir
Terpenuhi

Terpenuhi

Instansi

Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur
regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus
pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

9.2.1(a)

jalan nasional

Kondisi mantap

N/A

100,00

Kem. PUPR

9.1.2*

Jumlah penumpang
dan barang
berdasarkan moda
transportasi

N/A

Dishub

Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secarasignifikan meningkatkan
proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan
meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

9.2.1(a)

Laju pertumbuhan PDB
industri manufaktur.

N/A

-0,57%

Dinas
Perindustrian
dan
perdagangan

Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi
penyediaan akses universal dan terjangkau interne

dan komunikasi,

dan mengusahakan
t di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.

Proporsi penduduk

9.c.1* yang terlayani mobile N/A 13,29%
broadband.
Proporsi individu yang
9.c.1(a) menguasai/memiliki N/A 83,65%
telepon genggam
9.c.1 (b) Proporsi individu yang N/A 61.27%
menggunakan Internet
Tujuan 10 : Mengurangi Intra Dan Antar Negara
Tahun — Capaian Target
Target TPB Indikator TPB Dasar e Hampir . Instansi
Terpen . Terpenuhi
2022 uhi Terpenuhi
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang
berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Persentase penduduk
yang hidup di bawah
i kemiski .
10.1.1 (a) garl_s emiskinan . 10,50% 11,39% Bappeda
nasional, menurut jenis
kelamin dan kelompok
umur.
10.1.1 (c) | Jumlah desa tertinggal. N/A 12 Bappeda
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Capaian Target

Tahun

Target TPB Indikator TPB Dasar Belum Hampir . Instansi
Terpen . Terpenuhi
2022 . Terpenuhi

uhi

Desa
10.1.1 (d) | Jumlah Desa Mandiri. N/A NIHIL Bappeda

Persentase penduduk

10.1.1 (f) | miskin di daerah N/A 23,42% Bappeda

tertinggal.

Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas
dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.

10.2.1*

Proporsi penduduk yang
hidup di bawah 50 persen
dari median pendapatan,
menurut jenis kelamin dan

penyandang difabilitas.

N/A Bappeda

Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum,
kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat
terkait legislasi dan kebijakan tersebut.

10.3.1.(b)

Jumlah penanganan
pengaduan pelanggaran
Hak Asasi Manusia (HAM).

100% 100%

10.3.1.(c)

Jumlah penanganan
pengaduan
pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM)
perempuan terutama
kekerasan terhadap
perempuan.

100%

100% Dinas Sosial PPPA

10.3.1.(d)

Jumlah kebijakan yang
diskriminatif dalam 12
bulan lalu berdasarkan
pelarangan diskriminasi
menurut hukum HAM
Internasional.

N/A Dinas Sosial PPPA

Mengadopsi

mencapai kesetaraan yang lebih besar.

kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif

10.4.1.(b)

Proporsi peserta
Program Jaminan
Sosial Bidang

Ketenagakerjaan.

N/A 36,87% Disnaker
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Tujuan 11 : Kota Dan Permukiman Yang Berkelanjutan

Target . Tahun Capaian Target
Indikator TPB
TPB ndikator Dasar 2022 Belum Terpenuhi | Hampir Terpenuhi | Terpenuhi

Instansi

Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan
mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya,
mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan
mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction 2015-2030.

Dokumen strategi
pengurangan risiko > Dokumen 2 Dokumen
bencana (PRB)

tingkat daerah.

11.b.2*

Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi Dan Konsumsi Yang Berkelanjutan

Capaian Target
Hampir
Terpenuh Terpenuhi
i
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di
sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan
mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan
dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
Jumlah peserta
Proper yang
12.4.1.(a) | mencapai N/A 1
minimal ranking
Biru.
Jumlah limbah
B3 yang
terkelola dan
proporsi limbah
12.4.2.(a) | B3 yar-1g diolah N/A 100% DLH
sesuai
peraturan
perundangan
(sektor industri).
Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur
ulang, dan penggunaan kembali.
Jumlah
timbulan
sampah yang
didaur ulang.
Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek
berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.
Jumlah
perusahaan
yang
menerapkan

Tahun
Target TPB Indikator TPB Dasar Belum
2022 Terpenuhi

Instansi

12.5.1 (a) N/A 100% DLH

12.6.1 (a) N/A DLH
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Target TPB

Indikator TPB

Tahun
Dasar
2022

Capaian Target

Belum
Terpenuhi

Hampir
Terpenuh
i

Terpenuhi

Instansi

sertifikasi SNI
ISO 14001.

Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran

terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

12.8.1 (a)

Jumlah fasilitas
publik yang
menerapkan
Standar
Pelayanan
Masyarakat
(SPM) dan
teregister.

N/A

DLH

Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat Untuk Perubahan Iklim dan Dampaknya

Target TPB

Indikator TPB

Tahun

Dasar 2022

Capaian Target

Belum Terpenuhi

| Hampir Terpenuhi | Terpenuhi

Instansi

Memperkuat kapasitas ketahanan dan ada,

ptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

13.1.1*

Dokumen
strategi
pengurangan
risiko
bencana
(PRB) tingkat
nasional dan
daerah.

2 Dokumen

2 Dokumen

BPBD

13.1.2*

Jumlah
korban
meninggal,
hilang dan
terkena
dampak
bencana per
100.000
orang.

N/A

Terkena dampak 533 jiwa

BPBD
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Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem
Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi

Lahan,

Serta Menghentikan

Target TPB

Tahun
Dasar
2022

Indikator TPB

Capaian Target

Belum
Terpenuhi

Hampir
Terpenuhi

Terpenuhi

Instansi

Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan
deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara

global.
Jumlah
Kesatuan
15.2.1 (d N/A DLH
(d) Pengelolaan /
Hutan.

Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan,
Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel,
Dan Inklusif Disemua Tingkatan.

Tahun Capaian Target
Target . N .
TPB Indikator TPB Dasar Belum Hampir Terpenuhi Instansi
2022 Terpenuhi | Terpenuhi P
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana pun.
tovs [ ]
(a) P . P Polri/Polda/Polsek.
terakhir.
Jumlah kasus kejahatan
16.1.2 ! Mab
(a) pembuhunan per 100.000 N/A PoIri/PoIe::lae;ISDOIsek
penduduk '
Proporsi penduduk yang
16.1.3 menjadi korban kejahatan N/A 0,33 Mabes

(a)

kekerasan dalam 12 bulan
terakhir.

Polri/Polda/Polsek.

Menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum

terhadap keadilan bagi semua.

di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama

Proporsi korban kekerasan

163.1 dalam 12 bulan terakhir yang N/A 0,33 . Mabes
(a) L Polri/Polda/Polsek.
melaporkan kepada polisi
Jumlah orang atau kelompok
16.3.1 masyarakat miskin yang N/A Mabes
(b) memperoleh bantuan hukum Polri/Polda/Polsek.
litigasi dan non litigasi.
Jumlah pelayanan peradilan
bagi masyarakat miskin
16.3.1 melalui sidang di luar gedung N/A Mabes

(c)

pengadilan; pembebasan
biaya perkara; dan Pos
Layanan Hukum.

Polri/Polda/Polsek.
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Target Tahun Capaian Target
TPB Indikator TPB Dasar Belum Hampir Terpenuhi Instansi
2022 Terpenuhi | Terpenuhi
Proporsi tahanan yang
16.3.2 melebihi masa penahanan N/A Mabes

(a)

terhadap seluruh jumlah
tahanan.

Polri/Polda/Polsek.

Secara substansial mengurangi korupsi dan

penyuapan dalam segala bentuknya.

16.5.1
(a)

Indeks Perilaku Anti Korupsi
(IPAK).

N/A

Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, da

n transparan di semua tingkat..

16.6.1 *

Proporsi pengeluaran utama
pemerintah terhadap
anggaran yang disetujui.

N/A

47,36%

16.6.1
(a)

Persentase peningkatan Opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan
untuk Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota).

WTP

WTP

BPK

16.6.1
(b)

Persentase peningkatan
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (SAKIP) untuk
Kementerian/ Lembaga dan
Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota).

BPK

16.6.1
(c)

Persentase penggunaan E-
procurement terhadap
belanja pengadaan.

N/A

16.6.1
(d)

Persentase instansi
pemerintah

yang memiliki nilai Indeks
Reformasi Birokrasi Baik

N/A

16.6.2
(a)

Persentase Kepatuhan
pelaksanaan UU Pelayanan
Publik

N/A

Menjamin

pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

16.7.1
(a)

Persentase keterwakilan
perempuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).

N/A

27%

Dinas
Pemberdayaan
perempuan dan

perlindungan

16.7.1
(b)

Persentase keterwakilan
perempuan sebagai
pengambilan

keputusan di lembaga
eksekutif

(Eselon | dan II).

N/A

2,85%

Dinas
Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan

Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
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Tarset Tahun Capaian Target
TPgB Indikator TPB Dasar Belum Hampir Terpenuhi Instansi
2022 Terpenuhi | Terpenuhi P
o
169.1% | > yang ¥ N/A 83,59% Kependudukan
dicatat oleh lembaga .
. dan Capil
pencatatan sipil.
16.9.1 Persentase kepemilikan akte Dinas Admintrasi
- lahir untuk penduduk 40% N/A 93,83% Kependudukan
(a) )
berpendapatan bawah. dan Capil
16.9.1 Persentase anak yang Dinas Admintrasi
9. o
(b) memiliki akta kelahiran. 99,83% 94,51% Kependudu'kan
dan Capil

Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasa

dan kesepakatan internasional.

n mendasar, sesuai dengan peraturan nasional

Jumlah penanganan
pengaduan
pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM).

16.10.1
(a)

N/A

Mabes
Polri/Polda/Polsek.

Jumlah penanganan
pengaduan pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM)
perempuan terutama
kekerasan terhadap
perempuan.

16.10.1
(b)

N/A

Dinas Sosial PPPA

Tersedianya Badan Publik
yang menjalankan kewajiban
sebagaimana diatur dalam UU
No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

16.10.2
(a)

N/A

Mabes
Polri/Polda/Polsek.

Persentase penyelesaian
sengketa informasi publik
melalui mediasi dan/atau
ajudikasi non litigasi.

16.10.2
(b)

N/A

Mabes
Polri/Polda/Polsek.

Jumlah kepemilikan sertifikat
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID).
16.10.2 | untuk mengukur kualitas PPID

(c) dalam menjalankan tugas dan
fungsi sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-
undangan.

N/A

Mabes
Polri/Polda/Polsek.

Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan

berkelanjutan.

kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan

Proporsi penduduk yang
melaporkan mengalami
diskriminasi dan pelecehan
dalam 12 bulan lalu
berdasarkan pada pelarangan

16.b.1

N/A

Mabes
Polri/Polda/Polsek.
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Target Tahun Capaian Target
TPB Indikator TPB Dasar Belum Hampir Terpenuhi Instansi
2022 Terpenuhi | Terpenuhi
diskriminasi menurut hukum
HAM Internasional
Jumlah kebijakan yang
16.b.1 diskriminatif dalam 12 bulan Mabes
(a) Ia'lu t?er'dasz'arkan pelarangan N/A Polri/Polda/Polsek.
diskriminasi menurut hukum
HAM Internasional.
Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk

Pembangunan Berkelanjutan.

Tahun Capaian Target
Target TPB Indikator TPB Dasar Belum Hampir Terpenuhi Instansi
2022 | Terpenuhi | Terpenuhi P

Memperkuat mobilisasi sumber daya dom
berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal b

estik, termasuk melalui dukungan in

agi pengump

ternasional kepada negara
ulan pajak dan pendapatan lainnya.

Total pendapatan
pemerintah sebagai

*

17.11 proporsi terhadap PDB N/A 5,32 Bappeda
menurut sumbernya.

17.1.1 (a) Rasio penerimaan pajak N/A 0,10

terhadap PDB.

Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan
internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan
berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada,
khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

17.6.2 (b)

Tingkat penetrasi akses
tetap pitalebar (fixed
broadband) di Perkotaan
dan di Perdesaan.

N/A

Bappeda

17.6.2 (c)

Proporsi penduduk
terlayani mobile
broadband

N/A

13,29%

Bappeda

Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi
dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang

memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

17.8.1

Proporsi individu yang
menggunakan internet.

N/A

61,27%

Dsikominfo / BPS

Mendorong dan meningkatkan kerjasama
pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

pemerintah-swasta dan masyaraka

t sipil yang efektif, berdasarkan

17.17.1 (a)

Jumlah proyek yang
ditawarkan untuk
dilaksanakan dengan
skema Kerjasama
Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU).

N/A

Bappeda
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Tahun Capaian Target
Target TPB Indikator TPB Dasar Belum Hampir Terpenuhi Instansi
2022 | Terpenuhi | Terpenuhi P

Jumlah alokasi
pemerintah untuk
penyiapan proyek,
transaksi proyek, dan
dukungan pemerintah
dalam Kerjasama
Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU).

17.17.1.(b) N/A Bappeda

Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara
kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data
berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras,
etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional

Persentase konsumen
Badan Pusat Statistik
17.18.1.(a) | (BPS) yang merasa puas N/A BPS
dengan kualitas data
statistik.

Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan
pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas
statistik di negara berkembang.

Tersedianya data
registrasi terkait
kelahiran dan kematian
(Vital Statistics Register)

17.19.2.(b) N/A BPS

Jumlah pengunjung
eksternal yang
17.19.2.(c) | mengakses data dan N/A BPS
informasi statistik
melalui website.
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2.2, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi
RPJMD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi
RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang
urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan perangkat
daerah penanggung jawab. Hasil evaluasi dimaksud merupakan kompilasi dari realisasi capaian

kinerja RKPD sampai dengan tahun 2022 . Dapat dilihat pada tabel 2.59 pada halaman berikut :
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Tabel 2.59

Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

pe un rahun sasi Kinerja s/d Semester (Bulan November) -
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pembangunan Daerah Evaluasi
o 1 w770 90 T 10800 T 2 1%
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